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Abstrak
Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(Kemenpera) Dalam Sosialisasi Program PLP2K-BK (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kota
Bandung)”, adapun permasalahannya adalah penerapan strategi komunikasi dalam mencapai
komunikasi efektif, untuk itu penelitian ini menggunakan teori SMCRE David K. Berlo. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan riset studi kasus. Data diperoleh melalui pengamatan
langsung, wawancara dan studi pustaka, sedangkan informan pada penelitian ini adalah staf
Kemenpera sebanyak tiga orang, masyarakat RW 11 sebanyak lima orang dan Pemerintah Daerah
(Lurah Tamansari, dan Bappeda Kota Bandung) sebanyak dua orang. Hasil penelitian ini adalah
strategi komunikasi pada sosialisasi (komunikasi kelompok/rembuk warga) lebih efektif dalam
pencapaian tujuan komunikasi yang ditunjukan melalui feedback masyarakat, sedangkan
pendekatan melalui komunikasi massa cenderung kurang efektif karena masyarakat tidak
terterpa oleh pesan komunikasi massa. Penelitian ini direkomendasikan untuk Kemenpera dan
perkembangan Ilmu Komunikasi. Kata kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi, dan SMCRE.
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1.1 Objek Penelitian 
Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap 
warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 
tahun 1945 pasal 28 H ayat (I) bahwa: setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. Selanjutnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk 
bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.  
Sebagai hak fundamental sekaligus menjadi prasyarat bagi 
setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang 
bermartabat, damai, aman dan nyaman,  maka penyediaan perumahan 
dan permukiman yang memenuhi prinsip layak dan terjangkau bagi 
semua orang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membantu 
masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan 
meningkatkan kualitas permukiman lingkungannya.  
Sejalan dengan amanat diatas Pemerintah Republik Indonesia 
membentuk sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas menangani 
masalah perumahan rakyat yaitu Kementerian Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia. 
 Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
(Kemenpera) adalah sebuah unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin 
oleh Menteri  Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan 
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bertanggungjawab kepada Presiden (Dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden RI No.187/M Tahun 2004). 
Kementerian Perumahan Rakyat memiliki tugas 
menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan Rakyat dalam 
Pemerintahan untuk membantu Presiden menyelenggarakan 
Pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian 
Perumahan Rakyat menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan 
rakyat 
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
perumahan rakyat 
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab kementerian perumahan rakyat 
d. Penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan penyediaan 
rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai 
bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun 
dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai 
dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman 
dan rumah susun. 
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merupakan 
lembaga pemerintah dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
sebagai sebuah lembaga yang bertugas membuat kebijakan tentang 
perumahan rakyat serta memberikan hunian yang layak bagi 
masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kemenpera tahun 2010-2014 
yaitu “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak 
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Huni”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi 
Kemenpera tahun 2010–2014 sebagai berikut: 
1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan 
permukiman. 
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan 
terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta 
didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang 
memadai. 
3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka 
panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. 
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan 
dan permukiman secara optimal. 
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan 
permukiman. (Rencana Strategis Kementerian Perumahan 
Rakyat Tahun 2010-2014 hal 11) 
Kemenpera memiliki rencana jangka panjang nasional tahun 
2005-2025 untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan 
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Sebagai penjabaran dari 
rencana jangka panjang nasional tersebut, Kemenpera memiliki 
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 
untuk melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam 
prioritas bidang sarana dan prasarana, sub. bidang perumahan dan 
permukiman. Prioritas nasional untuk sektor perumahan rakyat adalah 
pembangunan 685.000 rumah sederhana sehat bersubsidi, 180 tower 
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rusunami (rumah susun sederhana milik) dan 650 twin blok rusunawa 
(rumah susun sederhana sewa) berikut fasilitas pendukung kawasan 
permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga kurang mampu 
pada 2012 (Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 
2010–2014 hal 14). 
Sasaran umum dari pencapaian pembangunan perumahan dan 
permukiman adalah meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap 
rumah dan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung 
oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta 
memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim untuk 
mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), 
(Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 
hal 15). 
Dalam mewujudkan prioritas dan sasaran bidang perumahan 
dan permukiman, maka arah kebijakan pembangunan perumahan tahun 
2010–2014 yang terkait dengan Kemenpera adalah meningkatkan 
aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap 
hunian yang layak dan terjangkau, dengan meningkatkan kualitas 
lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, 
dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan 
kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa 
permukiman kumuh (Rencana strategis Kementerian Perumahan 
Rakyat tahun 2010-2014, hal 16). 
Sebagai realisasi mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, 
Kemenpera merencanakan untuk merevitalisasi kawasan kumuh 
perkotaan melalui program PLP2K-BK (Penanganan Lingkungan 
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Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan) yang akan 
dilakukan di tiga kota besar yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya. 
Dalam penelitiannya penulis akan membahas tentang program PLP2K-
BK di Kota Bandung karena Kota Bandung nantinya akan menjadi 
kawasan percontohan dalam hal penataan kawasan permukiman 
perkotaan di Indonesia. 
Program PLP2K-BK di Kota Bandung akan di fokuskan di 
Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Tamansari RW 11. Menurut 
data yang telah dihimpun penulis dari beberapa sumber, program 
PLP2K-BK Tamansari-Kota Bandung akan mengusung konsep 
peremajaan kota dengan pembangunan rusun (rumah susun). 
 
Struktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat 
 
Sumber : www.kemenpera.go.id diakses pada tanggal 24 April 2012 
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Program PLP2K-BK merupakan program yang dicanangkan 
oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan 
Rakyat, adapun tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan 
Kawasan adalah sebagai berikut: 
 
Tugas Deputi Bidang Pengembangan Kawasan 
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas, 
menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengembangan kawasan. Dalam melaksanakan 
tugas, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. 
Fungsi Deputi Bidang Pengembangan Kawasan adalah:  
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan 
kawasan 
b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 
kawasan 
c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah 
atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan  
d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 
Perumahan Rakyat (www.kemenpera.go.id diakses pada 
tanggal 14 Maret 2012). 
Pada sosialisasi program PLP2K-BK, Deputi Bidang 
Pengembangan Kawasan dibantu oleh bagian Humas dan Protokol, hal 
ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi bagian humas dan protokol 
yaitu: 
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Tugas bagian humas dan protokol adalah: 
1. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat 
2. Penyebaran informasi  
3. Urusan tata keprotokolan di bidang perumahan rakyat 
Dalam melaksanakan tugas, bagian humas dan protokol 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelaksanaan kegiatan antar lembaga 
2.  Pelaksanaan kegiatan media dan publikasi  
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan (www.kemenpera.go.id 
diakses pada tanggal 14 Maret 2012). 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami 
peningkatan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Badan Pusat Statistik tahun 2010, menurut data sensus penduduk tahun 
2010 “jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, dan 
yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa  
atau sebanyak 49,79 persen”.  
Dari data diatas terlihat hampir setengah dari jumlah 
keseluruhan penduduk Indonesia menjadikan perkotaan sebagai tempat 
tinggal sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk diperkotaan. 
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat 
Statistik, Kota Bandung  termasuk dalam tiga kota se-Indonesia dengan 
jumlah penduduk terbanyak yaitu 3.174.499 jiwa.  
Salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk Kota 
Bandung adalah meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang 
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mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman kumuh karena 
tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai, tingkat 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang minim. 
Dengan luas Kota Bandung yang terbatas yaitu 16.767 hektare 
(ciptakarya.pu.go.id diakses pada 22 januari 2012), disertai tingkat 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang minim mengakibatkan 
tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang memadahi dan layak 
huni sehingga muncul permukiman kumuh di Kota Bandung. 
Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Rinci PLP2K-BK (RR PLP2K-
BK) Kota Bandung Tahun 2011 terdapat 367 lokasi permukiman 
kumuh di Kota Bandung, hal ini membuktikan bahwa permukiman 
kumuh di Kota Bandung semakin menjamur karena minimnya 
pendapatan warga yang menyebabkan warga membangun 
permukimannya sendiri diatas lahan yang sebenarnya tidak layak huni 
atau kumuh. Oleh karenanya Kemenpera mencanangkan program 
PLP2K-BK di Kota Bandung, program PLP2K-BK di Kota Bandung 
akan difokuskan di Kelurahan Tamansari khususnya RW 11. 
Kemenpera menginginkan kerjasama antara pihaknya dan 
warga agar program PLP2K-BK di Tamansari RW 11 dapat berjalan 
sebaik mungkin, hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Perumahan 
Rakyat Djan Faridz "............ Kami perlu kerjasama dari masyarakat 
agar program ini (PLP2K-BK) bisa terlaksana dengan baik," 
(kemenpera.go.id, 10 november 2011, diakses pada 14 Desember 
2011).  
Kerjasama antara Kemenpera dan warga akan berjalan 
maksimal bila didukung komunikasi yang efektif antara kedua belah 
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pihak, untuk mencapai komunikasi efektif diperlukan strategi 
komunikasi dalam mensosialisasikan program PLP2K-BK kepada 
warga. 
Kemenpera menggunakan staregi komunikasi dengan 
pendekatan komunikasi kelompok dan komunikasi massa dalam 
sosialisasi program PLP2K-BK, hal ini bertujuan untuk membangun 
komunikasi efektif antara Kemenpera dan warga sehingga warga lebih 
memahami program PLP2K-BK dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 
program PLP2K-BK. 
Kegiatan sosialisasi adalah bentuk strategi komunikasi yang 
dilakukan Kemenpera dalam membangun iklim komunikasi positif 
dengan memelihara hubungan harmonis antara Kemenpera dengan 
warga. Sosialisasi menurut MZ Lawang (1985 dalam Abdullah, 
2008:37) adalah “proses mempelajari norma, nilai peran dan semua 
persyaratan lain yang diperlukan seseorang individu untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial”.  
Komunikasi efektif yang terbangun antara Kemenpera dan 
warga akan membentuk sebuah hubungan yang saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi Kemenpera adalah dapat 
menjalankan program PLP2K-BK tanpa adanya konflik dengan warga 
serta dapat mewujudkan visinya, sedangkan warga bisa memiliki 
rumah yang layak huni dan dapat meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya. 
Komunikasi  efektif terjadi apabila semua unsur-unsur dalam 
komunikasi bekerja secara maksimal dan minimalnya gangguan yang 
ada dalam sistem tersebut. David K, Berlo (dalam Cangara, 2004 yang 
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dikutip Dewi, 2009:3), menyebutkan unsur utama komunikasi terdiri 
atas SMCR, yakni Source (sumber atau pengirim), Message (pesan 
atau informasi), Channel (saluran dan media), dan Receiver 
(penerima). Disamping itu terdapat 3 unsur lain, yaitu Feedback 
(tanggapan balik), efek dan lingkungan. 
Komunikasi yang melibatkan pertukaran pesan ini diharapkan 
dapat membawa perubahan bagi komunikan yaitu warga di kelurahan 
Tamansari RW 11, pesan yang disampaikan oleh komunikator 
(Kemenpera) pada dasarnya untuk mengerakan dan mengubah sikap 
khalayak sasaran agar bertindak sesuai yang diharapkan komunikator, 
jika perubahan itu sesuai dengan keinginan komunikator maka 
komunikasi disebut efektif. 
Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti  komunikasi 
efektif terkait sosialisasi program PLP2K-BK, dengan melihat strategi 
komunikasi  yang dilakukan Kemenpera dalam sosialisasi program 
PLP2K-BK kepada warga di RW 11 Kelurahan Tamansari-Kota 
Bandung, dengan penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi 
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam 
Sosialisasi Program PLP2K-BK (Penanganan Lingkungan 
Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan) di 
Tamansari Kota Bandung”. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini, masalah yang ingin diteliti oleh penulis 
adalah bagaimana strategi komunikasi Kemenpera dalam sosialisasi 
program PLP2K-BK di daerah Tamansari-Kota Bandung?  
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1.4  Identifikasi Masalah 
 Agar tidak meluasnya pembahasan masalah yang ingin penulis 
bahas, maka pada penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana isi pesan komunikasi (konsep program PLP2K-
BK, isi pesan dan pemilihan bahasa) yang disampaikan oleh 
Kemenpera kepada masyarakat dalam sosialisasi Program 
PLP2K-BK di Tamansari-Kota Bandung? 
2. Bagaimana strategi pemilihan media (pemilihan media saat 
sosialisasi tatapmuka, pemilihan media cetak, media elektronik 
dan media online/web) yang dilakukan Kemenpera dalam 
sosialisasi Program PLP2K-BK? 
3. Bagaimana tanggapan masyarakat (pemahaman masyarakat, 
pengaruh opinion leader terhadap feedback masyarakat) 
tentang strategi komunikasi dalam sosialisasi Program PLP2K-
BK di Tamansari-Kota Bandung? 
 
1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian 
1.5.1  Maksud Penelitian 
 Maksud dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui 
strategi komunikasi Kemenpera dalam mensosialisasikan program 
PLP2K-BK di Tamansari-Bandung. 
 
1.5.2 Tujuan Penelitian 
Merujuk pada permasalahan penelitian, maka tujuan yang 
ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana isi pesan komunikasi (konsep 
program PLP2K-BK, isi pesan dan pemilihan bahasa) yang 
disampaikan Kemenpera kepada masyarakat dalam sosialisasi 
Program PLP2K-BK di Tamansari-Bandung.  
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemilihan media 
(pemilihan media saat sosialisasi tatapmuka, pemilihan media 
cetak, pemilihan media elektronik dan media online/web) yang 
digunakan Kemenpera dalam sosialisasi Program PLP2K-BK 
di Tamansari-Bandung. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat 
(pemahaman masyarakat, pengaruh opinion leader terhadap 
feedback masyarakat) tentang strategi komunikasi dalam 
sosialisasi Program PLP2K-BK di Tamansari-Bandung. 
 
1.6 Kegunaan Penelitian 
1.6.1   Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan atau gagasan demi mengembangkan Ilmu Komunikasi 
serta dapat menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu 
Komunikasi di bidang Kehumasan. 
 
1.6.2 Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
Kementerian Perumahan Rakyat khususnya Deputi Bidang 
Pengembangan Kawasan dan Bagian Humas dan Protokol dalam 
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melakukan sosialisasi program PLP2K-BK di Tamansari-Kota 
Bandung. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, maksud dan tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN LINGKUP     
                        PENELITIAN 
Berisi mengenai teori-teori pendukung yang 
berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
 BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi tentang jenis penelitian, operasional 
variable, tahapan penelitian, populasi dan 
sampel, cara pengumpulan data, uji 
kredibilitas dan rehabilitas, serta teknik 
analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN   
                        PEMBAHASAN 
Berisi mengenai gambaran umum tentang 
Kemenpera, karakteristik responden, strategi 
komunikasi, isi pesan sosialisasi program 
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PLP2K-BK, strategi pemilihan media, dan 
feedback masyarakat. 
 BAB V PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari 
analisis hasil penelitian. 
 DAFTAR PUSTAKA 
 LAMPIRAN
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Karakteristik Responden 
4.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di RW 11 Kelurahan Tamansari Kota 
Bandung. Menurut Laporan Akhir Rencana Rinci Penanganan 
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (RR 
PLP2K-BK) Kota Bandung, Kelurahan Tamansari secara geografis 
terletak pada 107° 36' 44,2296" Bujur Timur dan -6° 54' 24,318" 
Lintang Selatan. Kelurahan Tamansari merupakan bagian wilayah dari 
Kecamatan Bandung Wetan dengan luas wilayah 101,31 Ha. Kawasan 
ini merupakan salah satu gerbang kawasan bagi Kota Bandung, dimana 
entry point berada pada jalan layang Pasupati.  
 Kelurahan Tamansari memiliki karakteristik kawasan 
permukiman perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi yaitu 750 jiwa 
dengan kepadatan 1.250 jiwa/Ha, sehingga menjadi dasar bagi 
Kelurahan Tamansari untuk dapat dilakukan penanganan kawasan 
berkepadatan tinggi (identik dengan kumuh, squatter), hal ini sejalan 
dengan kriteria lokasi penanganan dalam Pedoman Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 yaitu “kepadatan 
penduduk > 400 jiwa/hektar untuk kota kecil, > 500 jiwa/hektar untuk 
kota besar dan sedang, dan > 750 jiwa/hektar untuk kota metropolitan” 
(Pedoman Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 
5).
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Tamansari termasuk dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota 
(RDTRK) Cibeunying 2010, “Kawasan Tamansari termasuk kedalam 
kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal yang diterapkan 
untuk perencanaan perumahan di kawasan sekitar Inti Pusat Kota yang 
saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar 
merupakan slum area (daerah kumuh)” (Laporan Akhir RR PLP2K-
BK Kota Bandung Tahun 2011 hal 12). 
Program perumahan dan permukiman diarahkan pada 
pendekatan peremajaan kota dan pembangunan rusun. Batasan wilayah 
administratif kawasan perencanaan di Tamansari RW 11 adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.1 Batas Administrasi RW 11 
 
Batas Administrasi Kelurahan Tamansari RW 11 
Sebelah Utara Jl. Layang Pateur-Cikapayang- Surapati  
 
Sebelah Selatan Gg. Panca Karya  
 
Sebelah Barat Sungai Cikapundung  
 
Sebelah Timur Jl. Tamansari 
Sumber : Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung tahun 2011 
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4.1.2 Struktur Kependudukan 
  Berdasarkan Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung, 
jumlah penduduk di Kelurahan Tamansari RW 11 yaitu 750 jiwa 
dengan kepadatan 1.250 jiwa/Ha. Jumlah penduduk RW 11 terbagi 
menjadi 3 (Tiga) RT dengan jumlah keseluruhan 161 kepala keluarga 
dengan 78 keluarga inti, adapun rinciannya: 
Tabel 4.2 Jumlah KK per-RT 
 
Rukun Tetangga Jumlah Kepala Keluarga 
RT 5 27 
RT 6 34 
RT 7 17 
Total 78 
Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala RW 11 Sambas Sadikin, 
Tanggal 13 April 2012 di Kediaman Ketua RW 11 
4.1.3 Mata Pencarian 
 Mayoritas mata pencarian pokok warga RW 11 Kelurahan 
Tamansari adalah pedagang, karyawan swasta dan buruh sedangkan 
sebagian kecil lainnya bekerja sebagai PNS/TNI, pensiunan dan lainnya 
tidak diketahui. Adapun distribusi mata pencarian penduduk RW 11 
Kelurahan Tamansari adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.3 Mata Pencarian Warga RW 11 
 
  KEPALA KELUARGA Keterangan 
PNS/TNI Karyawan 
Swasta 
Pedagang Buruh Pensiunan Abstain Total 
5 21 29 17 9 14 78 
Sumber : Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung tahun 2011 
4.1.4  Pendapatan 
Analisis mengenai jumlah pendapatan warga perlu dilakukan 
untuk mengukur tingkat kemampuan warga dalam mendapatkan 
informasi tambahan dengan menggunakan media lain yang sifatnya 
membayar seperti media cetak (koran atau majalah), dan media massa 
(televisi, radio atau media online) yang mewajibkan warga membeli 
perangkatnya terlebih dahulu. Dengan analisis ini nantinya warga akan 
digolongkan kedalam strata sosial/golongan sesuai dengan 
pendapatannya, hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan warga 
dalam mengakses informasi di media tersebut dan apakah dengan 
tingkat pendapatan yang didapat warga berpengaruh terhadap 
kesenjangan informasi yang didapatkan. Berikut ini adalah jumlah 
pendapatan perbulan warga RW 11:  




< 1 juta  1 – 2 juta  2 – 4 juta  4 – 8 juta  > 8 juta  Abstain  
Orang  27 21 10 2 1 17 
Sumber : Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung tahun 2011 
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 Dari tabel diatas didapat penjelasan bahwa sebagian besar warga 
Tamansari RW 11 masuk kedalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR), karena rata-rata pendapatan perbulan berada pada kisan <1 juta 
dan 1-2 juta sedangkan kriteria MBR menurut Kepala Bagian Humas dan 
Protokol Kemenpera Andri Yusandra, ST, MUM adalah masyarakat yang 
memiliki penghasilan dibawah 2,5 juta perbulan, berikut hasil 
wawancaranya: 
 “Kriteria MBR adalah mereka yang memiliki penghasilan 
dibawah 2,5 juta perbulan” (Hasil wawancara dengan Kepala 
Bagian Humas dan Protokol Kemenpera Andri Yusandra, ST, 
MUM pada tanggal 2 April 2012 di Kantor Kemenpera). 
 Selain dari penjelasan Kepala Bagian Humas Kemenpera, dalam 
Rencana Pembangunan Rumah Susun RW 11-Tamansari yang didapatkan 
dari Badan Pusat Pengembangan Daerah Kota Bandung (Bappeda Kota 
Bandung) menunjukan bahwa kondisi ekonomi warga RW 11 merupakan 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 
4.1.5 Struktur Kelembagaan Masyarakat 
Struktur kelembagaan masyarakat/warga RW 11 tidak jauh 
berbeda dengan RW (Rukum Warga) lain yang ada di Indonesia. 
Rukun Warga dipimpin oleh ketua RW yang dipilih oleh warganya, 
RW merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh 
pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan 
masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan 
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas 
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pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan 
kelurahan. 
Dalam menjalankan tugasnya ketua RW dibantu oleh ketua RT 
(Rukun Tetangga) yang juga di pilih oleh warga, ketua RW maupun 
ketua RT memiliki tugas pokoknya masing-masing, yaitu: 
Tugas Ketua RW 
1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi 
pemerintahan lainnya  
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar 
warga  
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat 
di wilayahnya. 
Tugas Ketua RT 
1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat 
yang menjadi tanggung jawab pemerintah (RW dan Lurah) 
2. Memelihara kerukunan hidup warga 
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 
4. Pengkoordinasian antar warga 
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5. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan 
antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) 
6. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi 
warga. 
 
Adapun struktur organisasi RW 11 Kelurahan Tamansari 
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah sebagai berikut: 










Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala RW 11 Sambas Sadikin, 










Ketua RT 5 Ketua RT 6 Ketua RT 7 
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4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Pemahaman atau Pemikiran Tentang Strategi Komunikasi 
 Strategi merupakan sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan 
yang telah di rencanakan sebelumnya, dengan strategi kita dapat mencapai 
tujuan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Ada beberapa usaha 
yang telah dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk 
meningkatkan kualitas pihaknya dalam memperkaya strategi komunikasi 
dengan khalayaknya, namun belum diterapkan secara optimal, seperti 
pemilihan media yang hanya sebatas anggaran dana tanpa melihat 
efektifitas dari media tersebut, kurangnya evaluasi tentang strategi 
komunikasi yang digunakan dan lain-lain. 
 Seperti yang disebutkan dalam kerangka penelitian bahwa 
untuk mencapai komunikasi yang efektif baik dalam komunikasi 
kelompok maupun komunikasi massa dibutuhkan strategi komunikasi 
dalam merancang pesan yang akan disampaikan kepada komunikan, 
merancang media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan 
dan yang terakhir melihat feedback yang diberikan oleh komunikan. 
Oleh karenanya penulis melakukan wawancara untuk mengetahui 
kerangka berpikir pihak Kemenpera tentang strategi komunikasi yang 
terkait dengan sosialisasi program PLP2K-BK. 
 Dalam bab ini penulis akan memaparkan pemahaman tentang 
strategi komunikasi pihak Kemenpera yang penulis dapat dari hasil 
pengamatan dan wawancara dilapangan, pemahaman tentang strategi 
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komunikasi pihak Kemenpera akan mempengaruhi dan menjadi acuan 
dalam melakukan sosialisasi program PLP2K-BK. Berikut adalah hasil 
wawancaranya: 
1. Strategi komunikasi menurut Ir. Irma  Yanti, MT (Kepala 
Bidang Analisa dan Pelaporan) 
“Bila dikaitkan dengan program PLP2K-BK, strategi 
komunikasi adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat 
agar masyarakat paham dengan program yang akan kami 
jalankan dan mau mendukung program tersebut serta tidak 
terjadi misscommunications antara kami dan masyarakat” 
(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Analisis dan 
Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT tanggal 3 April 2012 di Serang-
Banten). 
 
2. Strategi komunikasi menurut Heri Gunawan, ST, (Kepala 
Bidang P2P Kemenpera) 
“Menurut saya strategi komunikasi sama artinya dengan 
variasi komunikasi, maksudnya komunikasi yang dilakukan 
oleh Kemenpera dalam melaksanakan sosialisasi program 
PLP2K-BK tidak hanya menggunakan satu media saja 
melainkan menggunakan banyak media sehingga masyarakat 
mendapatkan banyak informasi dari berbagai media” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang P2P Kemenpera Heri 
Gunawan, ST tanggal 5 April 2012 di Kantor P2P 
Kemenpera). 
 
3. Strategi komunikasi menurut Andri Yusandra, ST, MUM 
(Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemenpera) 
 
“Strategi komunikasi adalah sebuah program untuk 
menentukan dan mencapai tujuan organisasi, bila dikaitkan 
dengan program PLP2K–BK maka strategi komunikasi adalah 
program yang dibuat untuk mengkomunikasikan PLP2K-BK 
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kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Andri 
Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 di Kantor 
Kemenpera). 
 
Dari hasil wawancara diatas tentang pemahaman strategi 
komunikasi, penulis dapat mengambil satu definisi bahwa yang 
dimaksud strategi komunikasi adalah sebuah cara untuk 
mengkomunikasikan program yang dimiliki kepada masyarakat dengan 
menggunakan berbagai variasi komunikasi agar masyarakat paham 
dengan program tersebut.  
Effendy (2009:32) menerangkan “Strategi komunikasi 
merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen 
komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.  
Sedangkan pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar 
Badan Pengurus Pusat Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat 
Indonesia) Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si melalui hasil wawancara 
mengungkapkan bahwa strategi komunikasi adalah sebagai berikut : 
“Strategi terdiri dari perencanaan dan program, jadi strategi 
masih dalam tatanan konseptual, sedangkan tatanan 
operasional adalah taktik terdiri dari tindakan dan komunikasi 
(termasuk penggunaan media massa, non-massa: komunikasi 
antarpersona, komunikasi kelompok dan komunikasi 
organisasi)” (Hasil wawancara dengan pemerhati Ilmu 
Komunikasi sekaligus Tim Pakar Badan Pengurus Pusat 
Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) Dr. 
Elvinaro Ardianto, M.Si pada Tanggal 13 Juni 2012) 
 
Jadi pihak Kemenpera bisa dikatakan telah memiliki 
pandangan atau pemahaman yang hampir sama dengan yang 
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diungkapkan Effendy (2009:32), yaitu Strategi komunikasi merupakan 
cara (panduan perencanaan) mengkomunikasikan program dengan 
variasi komunikasi (manajemen komunikasi) agar masyarakat 
memahami program tersebut (tujuan), dan telah sejalan dengan Dr. 
Elvinaro Ardianto, M.Si bahwa strategi komunikasi itu mencangkup 
pada tatanan konseptual (strategi komunikasi merupakan sebuah cara 
untuk mengkomunikasikan program) yang dilanjutkan ketatanan 
operasional (menggunakan variasi komunikasi). 
 
4.2.2  Isi Pesan Sosialisasi Program PLP2K- BK  
4.2.2.1 Konsep Program PLP2K-BK 
 Program PLP2K-BK merupakan salah satu program yang 
dicanangkan Kemenpera pada tahun anggaran 2010, PLP2K-BK 
merupakan kepanjangan dari Penanganan Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan. Karakteristik PLP2K-BK 
tersebut antara lain:  
1. Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman 
terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota,  
2.  Menggunakan pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan 
dan ekonomi),  
3. Melengkapi kebutuhan PSU (Prasarana dan Sarana 
Utilitas) agar terpenuhi lingkungan permukiman yang 
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layak, dan mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku 
lainnya. 
Menurut Rencana Tata Ruang Kota Bandung 2013, Kelurahan 
Tamansari termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) 
Cibeunying, dengan pusat Wilayah Operasi (WO) adalah Sadang 
Serang, mencakup Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, 
Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, dan Sumur Bandung. WP 
Cibeunying dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota 
Bandung termasuk dalam kawasan Bandung Utara dan kawasan 
Bandung Barat. Arahan pengembangan kawasan Bandung Utara 
adalah untuk mempertahankan keberadaan kawasan lindung resapan 
air dan membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan 
tersebut.  
Kemenpera menetapkan Tamansari sebagai kawasan yang 
mendapatkan program PLP2K-BK karena sejalan dengan kriteria 
lokasi penanganan pada Panduan Penataan Lingkungan permukiman 
Kumuh Tahun 2012 yaitu “ Kriteria lokasi penanganan dalam kriteria 
wajib yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari 
kebijakan dan program penanganan lingkungan permukiman kumuh 
serta memenuhi kriteria umum” (Panduan Penataan Lingkungan 
permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 5). Maka sudah seharusnya 
kawasan tersebut beralih fungsi dari kawasan padat penduduk menjadi 
kawasan lindung dengan jumlah bangunan yang terbatas, sehingga 
Kemenpera memutuskan untuk program PLP2K-BK di daerah 
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Tamansari akan mengusung konsep peremajaan kota dengan 
pembangunan Rusun (Rumah Susun). 
Hal tersebut juga diperkuat hasil wawancara penulis dengan 
Kepala Bidang P2P (Pusat Pengembangan Perumahan) Kemenpera dan 
Kepala Bidang Analisa dan Pelaporan yang menangani langsung 
program PLP2K-BK di kawasan Tamansari Kota Bandung, adapun 
hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 
“Untuk wilayah Tamansari RW 11 konsepnya adalah 
peremajaan kota dengan pembangunan rusun. (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang P2P Kemenpera Heri 
Gunawan, ST pada tanggal 5 April 2012 di Kantor P2P 
Kemenpera). 
 Pemahaman yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang 
Analisis dan Pelaporan Kemenpera Ir. Irma Yanti, MT: 
“Adapun konsep Penanganan Kawasan Perencanaan untuk 
Tamansari RW 11 adalah peremajaan kota dengan 
pembangunan Rusun (rumah susun)”. (Hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Analisis & Pelaporan Ir. Irma Yanti, 
MT pada tanggal 3 April 2012 di Serang Banten). 
 
Lebih lanjut Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan 
Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota 
Bandung Dodit Ardian P., ST, M.Sc mengatakan: 
“Tamansari itu akan dihijaukan (peremajaan kota) dan 
membangun rusun”. (Hasil wawancara dengan Kepala Sub. 
Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit Ardian 
P., ST, M.Sc pada tanggal 5 Juni 2012 di Kantor Bappeda 
Kota Bandung) 
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 Program PLP2K-BK di kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari 
Kota Bandung difokuskan pada peremajaan lingkungan. Berdasarkan 
Panduan PLP2K-BK dari Kementerian Perumahan Rakyat, Peremajaan 
lingkungan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan 
lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang 
sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan 
permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah. Dalam kasus Kelurahan Tamansari, bentuk stimulan 
fisik perumahan formal dalam rangka rencana peremajaan lingkungan 
ini adalah pengembangan rumah susun. 
 Dengan adanya pembongkaran maka akan ada penggusuran 
atau relokasi warga yang sebelumnya menempati kawasan tersebut ke 
kawasan lain, namun untuk kawasan Tamansari RW 11 warga 
sebagian besar menginginkan ganti untung dan memilih pergi dari 
kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua 
RW 11 Sambas Sadikin, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai 
berikut: 
“Secara garis besar warga setuju dengan program ini, namun 
warga sepakat untuk memilih mendapat uang ganti untung 
yang sesuai dan kalau bisa sama dengan pengantian lahan yang 
dibangun Baltos, dan kami akan pergi dari kawasan ini” (Hasil 
wawancara dengan Ketua RW 11 Sambas Sadikin pada 
tanggal 13 April 2012 di Kediaman Ketua RW 11). 
 
 Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Heni 
Koordinator PKK RW11 yang menyatakan warganya mendukung bila 
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pemerintah mengadakan program PLP2K-BK di lingkungannya namun 
warga meminta untuk diberikan ganti untung, berikut hasil 
wawancaranya: 
“Warga setuju dengan adanya rusun namun warga 
menginginkan ganti untung berupa uang, warga menginginkan 
jumlahnya tidak jauh berbeda dengan subsidi yang diberikan 
ketika membangun Baltos” (Hasil wawancara dengan 
Koordinator PKK RW 11 Heni pada tanggal 13 April 2012 di 
Kediaman Ketua RW 11). 
 
Lurah Tamansari Deni Sirojuddin juga sependapat dengan 
pernyataan Sambas Sadikin (Ketua RW 11) dan Heni (Koordinator 
PKK RW 11), Lurah Tamansari mengatakan bahwa warganya 
mendukung namun warga meminta ganti untung disamakan dengan 
Baltos (Balubur Town Square), berikut hasil wawancaranya: 
 
“Warga setuju dengan program yang dicanangkan tersebut dan 
sampai saat ini warga masih menginginkan ganti untung 
disamakan dengan ganti untung yang diberikan untuk 
pembangunan Baltos” (Hasil wawancara dengan Lurah 
Tamansari Deni Sirojuddin Tanggal 12 April 2012  di Kantor 
Kelurahan). 
 Selain pihak Kelurahan, Ketua RW dan Koordinator PKK 
pihak Kemenperapun memiliki pemahaman yang sama tentang 
keinginan warga yang menginginkan pengantian lahan dan memilih 
pergi dari kawasan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang 
P2P Kemenpera Heri Gunawan, ST yang menyebutkan: 
 “Konsep ganti untung ini akan diberikan oleh pihak 
Pemerintah Daerah/Kota Bandung kepada warga adapun 
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besaran yang diinginkan warga cenderung ingin seperti 
penggantian bangunan untuk pembangunan “Balubur Mall” 
(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang P2P Heri Gunawan, 
ST pada tanggal 5 April 2012 di Kantor P2P Kemenpera). 
  
 Pemahaman yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang 
Analisis dan Pelaporan Kemenpera yang menyebutkan bahwa warga 
Tamansari meminta ganti untung sebesar pemberian ganti untung 
Balubur Mal. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Analisis dan Pelaporan Kemenpera Ir. Irma Yanti, MT: 
  
 “Dari hasil survey yang telah dilakukan di RW 11, warga 
sebagian besar menyatakan memilih menerima bentuk 
kompensasi atau penggantian atas lahan dan bangunan mereka 
serta selanjutnya mereka akan berpindah tempat tinggal dari 
kawasan ini”. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Analisis dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT pada tanggal 3 
April 2012 di Serang Banten). 
Informasi yang sama juga penulis dapatkan dari Laporan Akhir 
RR PLP2K-BK Kota Bandung yang dibuat oleh konsultan PT. Studio 
Cilaki 45 yang diperbantukan Kemenpera dalam menjalankan program 
PLP2K-BK di Tamansari Kota Bandung adapun hasilnya adalah: 
“Pada dasarnya, masyarakat di lokasi perencanaan setuju 
apabila kawasan tersebut dibangun rumah susun, akan tetapi 
mereka tidak mau pergi begitu saja dari tanah milik mereka”. 
(Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung Bab 3 Hal 8). 
 
Pernyataan dari beberapa informan diatas dibenarkan oleh 
Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit 
Ardian P., ST, M.Sc., menjelaskan bahwa masyarakat atau warga 
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sebagian besar setuju dengan program yang dicanangkan oleh 
pemerintah namun warga menginginkan ganti untung, berikut adalah 
hasil wawancaranya: 
 
“Berdasarkan hasil survai yang dilakukan masyarakat atau 
warga sebagian besar setuju dengan program yang 
dicanangkan namun masyarakat memilih untuk mendapatkan 
ganti untung dan pergi” (Hasil wawancara dengan Kepala Sub. 
Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit Ardian 
P., ST, M.Sc pada tanggal 5 Juni 2012 di Kantor Bappeda Kota 
Bandung) 
 
 Adapun penggantian lahan yang diinginkan warga sesuai hasil 
survey yang dilakukan oleh Konsultan adalah sebagai berikut : 
Di dalam pembangunan rumah susun sewa ini secara umum 
terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya bangunan dan biaya lahan. 
Salah satu biaya terpenting adalah pengadaan lahan. Pada 
pengembangan rumah susun di RW 11 ini tidak terdapat biaya 
pengadaan lahan karena lahan yang saat ini ditempati warga 
merupakan lahan milik pemerintah daerah. Akan tetapi biaya 
terkait lahan yang muncul adalah biaya penggantian bangunan 
warga dengan model penggantian seperti pada “Balubur Mall”, 
Berdasarkan tingkat inflasi 5% per tahun maka biaya 
penggantian per m2 bangunan dapat disesuaikan dari tahun 
2008 ke tahun 2012 (Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota 
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Tabel 4.5 Penyesuaian Biaya Penggantian Bangunan per m2 di RW 11 
 
Rincian Th 2008  Th 2012  
1. SUBSIDI BANGUNAN  
≤ 50 m2  30,000,000  36,466,000  
Kelipatan 10 m2 dst  10,000,000  12,156,000  
2. KOMPENSASI BANGUNAN  
Per m2 bangunan  1,400,000  1,702,000  
Sumber : Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung tahun 2011 
Luas lantai bangunan total di RW 11 diperkirakan seluas 
6.265,93 m2. Berdasarkan hasil penyesuaian pada tabel di atas 
maka perkiraan nilai penggantian bangunan warga RW 11 
Kelurahan Tamansari dapat dilihat pada tabel berikut: 
        Tabel 4.6 Perkiraan Nilai Penggantian Bangunan Warga RW 11 
 
Rincian  2008 (Rp.)  2012 (Rp.)  
1. SUBSIDI 
BANGUNAN  
5,422,040,816  6,590,870,816  
2.KOMPENSASI 
BANGUNAN  
8,772,300,000  10,664,610,429  
Total  14,194,340,816  17,255,481,245  
Sumber : Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung tahun 2011 
Berdasarkan hasil perkiraan di atas maka nilai penggantian 
bangunan warga secara total adalah hampir sebesar Rp. 17,3 
milyar dengan nilai rata-rata per m2 bangunan warga di RW 11 
Balubur:  
1.  Berdasarkan Nilai Th 2008 = Rp. 2,265,321.20 / m2  
2.  Berdasarkan Nilai Th 2012 = Rp. 2,753,858.59 / m2 
(Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung Bab 3 Hal 
15). 
 
Tugas Akhir - 2012





Warga RW 11 Kelurahan Tamansari bisa dikatakan setuju 
dengan program PLP2K-BK yang akan dicanangkan di wilayahnya 
namun warga cenderung ingin mendapatkan ganti untung yang sesuai 
dan sama dengan ganti untung yang didapatkan pada saat 
pembangunan Balubur Town Square (baltos). 
Baharudin Lopa (dalam Winangun, 2008:94) menyebutkan “ 
Kebijakan yang terbaik (mengenai ganti rugi tanah) adalah setiap 
penyelesaian hendaknya lahir dari kesepakatan bersama, dengan cara 
itulah akan tercipta keadilan yang bisa dirasakan semua pihak yang 
bersangkutan”. Lebih lanjut Lopa mengatakan: 
 
Upaya menyelesaikan kasus tanah memang bukanlah hal yang 
mudah. Salah satu penyebabnya adalah karena tanah 
merupakan kebutuhan pokok. Bahkan dimasa depan, malah ini 
mungkin akan semakin rumit, disebabkan jumlah manusia 
yang semakin bertambah, sedangkan persediaan tanah tidak 
bertambah (dalam Winangun, 2008:94). 
 
Jadi, mempertahankan tanah adalah upaya untuk 
memperjuangkan keadilan. Posisi tawar menawar dari pemilik dan 
penggarap/pemerintah tampak disana untuk mencapai kesepakatan 
bersama. Hal ini juga yang dilakukan oleh warga RW 11 meskipun 
bukan tanah milik, namun warga RW11 menginginkan pengantian 
uang seperti yang diberikan pada pembangunan Balubur Mal, untuk itu 
dilakukan tawar menawar antara warga RW 11 dengan pihak 
Kemenpera dalam hal ganti untung agar tercapai kesepakatan bersama 
dan Kemenpera menyetujui untuk menganti untung sesuai dengan yang 
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dihendaki warga RW 11 dengan perhitungan yang ditunjukan pada 
tabel 4.6. 
 Selain ganti untung wacana yang penting adalah fasilitas yang 
akan didapatkan warga ketika warga menempati rusun yang akan 
dibangun oleh Kemenpera adapun fasilitas-fasilitas yang akan 
didapatkan warga setelah menempati rumah susun adalah fasilitas 
pendidikan, kebutuhan ruang tempat bermain, lapangan olahraga, dan 
fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum. Hal ini sesuai dengan 
hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang P2P Kemenpera Heri 
Gunawan, ST dan Kepala Bidang Analisa & Pelaporan Ir. Irma Yanti, 
MT yang menangani langsung program PLP2K-BK di kawasan 
Tamansari Kota Bandung, adapun hasil wawancara adalah sebagai 
berikut: 
 
“Nantinya akan dibangun 2 buah rusun, dengan fasilitas 
pendidikan, kebutuhan ruang tempat bermain, lapangan 
olahraga, dan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum” 
(Hasil wawancara dengan Kepala P2P Kemenpera Heri 
Gunawan, ST pada tanggal 5 April 2012 di Kantor P2P 
Kemenpera). 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ir. Irma Yanti, MT 
Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Kemenpera bahwa nantinya 
akan di bangun 2 rusun yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang 
memadai, berikut hasil wawancara: 
“Tamansari RW 11 nantinya akan mendapatkan 2 Twin block 
rusun yang akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, 
kebutuhan ruang tempat bermain, lapangan olahraga, dan 
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fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum,dll adapun 
jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Analisis & pelaporan Ir. 
Irma Yanti, MT pada tanggal 3 April 2012 di Serang Banten). 
 
 Selain melakukan wawancara dengan informan penulis juga 
mendapatkan informasi yang sama mengenai jumlah rusun dan 
fasilitasnya dari Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung yang 
dibuat oleh konsultan PT. Studio Cilaki 45 yang diperbantukan 
Kemenpera dalam menjalankan program PLP2K-BK di Tamansari 
Kota Bandung adapun hasilnya adalah: 
1. Analisis Kebutuhan Rumah Susun 
 
Kebutuhan jumlah rumah susun dilihat berdasarkan jumlah 
kepala keluarga yang ada di Keluarga Tamansari RW 11, yaitu 
160 kepala keluarga. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 
komponen rumah susun:  
Tabel 4.7 Analisis Kebutuhan Rusun 
 
NO Komponen  Rusunami 
1 Jumlah Unit  40 
2 Ketinggian bangunan  5 lantai 
3 Jumlah Twin Blok  Dua Buah 
4 Jumlah total Unit  T 36 – 160 unit 
5 Luas 1 twin blok  1.194 m2 
6 Luas 2 Twin blok  2.384 m2 
 Sumber : Laporan Hasil Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung 
Tahun 2011 
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2. Analisis Ruang Untuk Fasilitas Umum 
Fasilitas umum merupakan salah satu bagian yang 
direncanakan dalam perencanaan rumah susun di Kelurahan 
Tamansari RW. Fasilitas yang direncanakan dalam 
perencanaan rumah susun ini adalah fasilitas pendidikan, 
fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, tempat bermain 
anak, lapangan olahraga, dan sarana pemerintahan dan 
pelayanan umum. 
 
a. Kebutuhan Ruang Fasilitas Pendidikan  
 
Perencanaan kebutuhan ruang fasilitas pendidikan di 
Kelurahan Taman Sari RW 11 akan disamakan dengan SNI 
03-1733-1989: tata cara perencanaan perumahan kawasan 
Perkotaan, berdasarkan standar tersebut maka jumlah 
kebutuhan fasilitas pendidikan di kawasan perencanaan adalah 
sebagai berikut: 







(1000 Pddk)  
SD  
(1600 pddk)  
SLP  
(4800 pddk)  
SLA  




619  1TK  1200 
m2  
_  _  _  _  _  _  
 Sumber : Laporan Hasil Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung 
Tahun 2011 
b. Kebutuhan Ruang Sarana Niaga  
Kebutuhan Perdagangan dan toko yang akan direncanakan 
dalam rumah susun (Kelurahan Tamansari RW 11) merupakan 
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elemen pelayanan masyarakat atau penghuni pada rumah susun 
tersebut, sehingga diharapkan dengan diketahuinya jumlah 
warung pertokoan dan pusat perbelanjaan, maka perencanaan 
sektor perdagangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
penghuni rumah susun dan masyarakat.  
 
Tabel 4.9  Analisis Jumlah Ruang Sarana Niaga 
 














/13.500 m2  




_  _  _  _  
Sumber : Laporan Hasil Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung Tahun 2011 
 Kebutuhan sarana pertokoan di RW 11 telah terpenuhi dengan 
adanya Balubur Town Square dan sektor informal yang 
berkembang di perbatasan RW 11 dan RW 12.  
c. Kebutuhan Ruang Tempat Bermain, Lapangan Olahraga, 
dan Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum  
Keberadaan ruang terbuka (tempat bermain ataupun lapangan 
olah raga) sangat penting pengaruhnya terhadap keadaan atau 
suasana lingkungan rumah susun itu sendiri, baik dari segi 
kenyamanan, sebagai peredam bising sampai kepada 
kepentingan kaidah estetika. Sementara fasilitas pemerintahan 
adalah aspek yang sangat penting di sebuah wilayah, karena 
dengan adanya fasilitas pemerintahan di suatu wilayah, maka 
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masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui kantor 
yang disediakan untuk melayani masyarakat. 
 
Tabel 4. 10 Analisis Kebutuhan Ruang Tempat Bermain, Lapangan  
Olahraga, dan Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan    
Umum 
Sumber: Laporan Hasil Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung Tahun 2011 
Dalam Panduan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 
Tahun 2012 disebutkan bahwa “Penanganan berbasis kawasan dalam 
penanganan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata 
dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 
kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan 
perumahan serta penyediaan PSU yang memadai untuk mendukung 
penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, 
yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana 
tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya 
dengan potensi kegiatan kota di sekitarnya” (Panduan Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 5).  
Konsep program PLP2K-BK di Kelurahan Tamansari 
Kemenpera telah sejalan dengan Panduan Penataan Lingkungan 
Permukiman Kumuh Tahun 2012 dengan menata dan meningkatkan 















RW 11 - TS  619  2 buah  500 
m2  
-  -  -  -  
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kualitas lingkungan Kelurahan RW 11 melalui pembangunan rusun 
dan fasilitas-fasilitas (PSU) yang memadai. 
Dari hasil wawancara penulis maupun laporan akhir RR 
PLP2K-BK Kota Bandung tahun 2011 maka di dapatkan konsep 
program PLP2K-BK untuk Tamansari Kota Bandung Khususnya RW 
11 adalah peremajaan kota dengan pembangunan rusun, dan fasilitas 
PSU yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sedangkan untuk 
warga RW 11 cenderung setuju dengan program PLP2K-BK namun 
lebih memilih untuk menerima uang ganti untung yang sama dengan 
ganti untung yang diterima saat pembangunan Balubur Town Square 
dan meninggalkan tempat tinggalnya. 
4.2.2.2 Isi Pesan 
4.2.2.2.1 Isi Pesan Komunikasi Kelompok 
Kemenpera menggunakan strategi komunikasi dalam 
mensosialisasikan program PLP2K-BK agar warga RW 11 Kelurahan 
Tamansari dapat memahami dan setuju dengan program tersebut. 
Strategi komunikasi merupakan sebuah perencanaan komunikasi yang 
bertujuan untuk mencapai target atau tujuan. Hal ini sejalan dengan 
yang diungkapkan Effendy (2009:32), “Strategi komunikasi 
merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen 
komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Pace, 
Peterson dan Burnet (dalam Effendy, 2009:32) menyatakan bahwa 
tujuan sentral strategi komunikasi terdiri dari tiga tujuan yaitu: 
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1. To secure understanding (memastikan bahwa komunikan 
mengerti pesan yang diterimanya) 
2. To establish acceptance (setelah pesan dimengerti 
komunikan maka komunikan harus dibina) 
3. To motivate action (kegiatan dimotifikasikan) 
Strategi komunikasi bertujuan untuk membuat komunikan 
mengerti dengan pesan yang disampaikan yang selanjutnya membina 
komunikan tersebut agar mempunyai motivasi melakukan apa yang 
diinginkan komunikator oleh sebab itu pesan merupakan elemen 
penting dalam staregi komunikasi termasuk dalam komunikasi 
kelompok untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif. 
 Pesan adalah informasi yang dikirim oleh komunikator kepada 
komunikan, hal ini sejalan dengan pendapat Dewi (2009:3), “Pesan 
adalah sesuatu (pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat, atau 
propaganda) yang disampaikan pengirim kepada penerima”. 
Salah satu strategi komunikasi yang digunakan Kemenpera 
adalah dengan menggunakan pendekatan komunikasi kelompok. 
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam sejumlah 
orang yang memiliki tujuan yang sama, sebagaiman dijelaskan oleh 
Michael Burgoon (1978:224 dalam Wiryanto, 2004:46), 
mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai berikut: 
Group communication is the face to face interaction of three 
or more individuals, for a recognized purpose such as 
information sharing, self maintainance, or problem solving, 
such that the members are able to recall personal 
characteristics of the other members accurately (komunikasi 
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kelompok adalah interaksi secara tatap muka atara tiga orang 
atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi 
informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana 
anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi 
anggota-anggota yang lain secara tepat).  
Lebih lanjut Barata (2003:104) menyebutkan “dalam 
komunikasi kelompok proses komunikasi antara komunikator dengan 
komunikan dapat berupa komunikasi yang dilakukan oleh seseorang 
kepada suatu kelompok, suatu kelompok kepada seseorang dan antara 
kelompok dengan kelompok”. Komunikasi kelompok yang dilakukan 
Kemenpera dengan Warga RW 11 merupakan komunikasi kelompok 
dengan proses komunikasi yang dilakukan oleh seseorang (wakil 
Kemenpera) kepada suatu kelompok. 
 Komunikasi kelompok dibagi menjadi dua yaitu komunikasi 
kelompok besar dan komunikasi kelompok kecil, yang terjalin antara 
pihak Kemenpera dengan masyarakat merupakan komunikasi 
kelompok kecil karena didalam sosialisasi tersebut setiap anggota 
dalam kelompok dapat saling mengirimkan pesan. Hal ini sejalan 
dengan yang dikemukakan Wiryanto (2004:44), 
“.............................dalam kelompok tersebut (komunikasi kelompok 
kecil) anggota berinteraksi satu sama lain”. Sosialisasi kelompok kecil 
dalam Kemenpera disebut juga dengan “rembuk warga” atau 
pertemuan antara pihak Kemenpera dengan warga yang bertujuan 
untuk mendengarkan aspirasi warga. Hal ini sejalan dengan pendapat 
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Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT, berikut 
adalah hasil wawancaranya: 
“Kemenpera melakukan rembuk warga dengan tujuan untuk 
mendapatkan aspirasi warga yang kemudian akan digunakan 
untuk penyusunan Rencana Tindak Komunitas atau 
Community Action Plan (RTK/CAP)”. (Hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Kemenpera Ir. 
Irma Yanti, MT tanggal 3 April 2012 di Serang Banten). 
 
  Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang P2P 
Kemenpera Heri Gunawan, ST, bahwa rembuk warga yang telah 
dilaksanakan Kemenpera di kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari 
bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga mengenai program yang 
dicanangkan, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut : 
 “Kemenpera melakukan sosialisasi atau rembuk warga 
bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga” (wawancara 
dengan Kepala Bidang P2P Heri Gunawan, ST tanggal 5 April 
2012 di Kantor P2P Kemenpera). 
 
Rembuk warga yang berlangsung antara Kemenpera dan warga 
bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga dengan bertanya 
keinginan warga, kegiatan yang telah dilakukan warga dan harapan 
warga kedepannya, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub. Bidang 
Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit Ardian P., ST, M.Sc, berikut 
hasil wawancaranya: 
“Sosialisasi/rembuk warga itu lebih kepada pendengaran 
aspirasi warga dengan bertanya apa mau mereka (warga), 
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mereka sudah melakukan apa, dan mereka berharap seperti apa 
kedepannya” (Hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang 
Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit Ardian 
P., ST, M.Sc pada tanggal 5 Juni 2012 di Kantor Bappeda Kota 
Bandung) 
  Jadi rembuk warga yang dilakukan oleh pihak Kemenpera 
dengan warga adalah upaya Kemenpera untuk mendengarkan aspirasi 
warga yang nantinya akan menjadi landasan dalam membuat Rencana 
Tindak Komunitas atau Community Action Plan (RTK/CAP).  
 Rembuk warga yang dilaksanakan oleh Kemenpera dapat 
dinyatakan sebagai bentuk dari sosialisasi tatap muka hal ini sejalan 
dengan pendapat pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar 
Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M. Si, berikut 
hasil wawancaranya: 
 “Kegiatan sosialisasi atau publisitas itu bermacam-macam: 
komunikasi tatap muka atau komunikasi antar persona, 
komunikasi kelompok dalam bentuk rembukan” (Hasil 
wawancara dengan pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim 
Pakar Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, 
M.Si pada Tanggal 13 Juni 2012) 
 Menurut Buku Panduan Penataan Lingkungan Permukiman 
Kumuh Tahun 2012, Penyusunan Rencana Tindak 
Komunitas/Community Action Plan (RTK/CAP) bertujuan agar 
masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan 
upaya peningkatan kualitas permukiman mereka, serta memiliki 
kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus. Selain itu, 
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Pemerintah Daerah setempat, terutama tingkat Kota/Kabupaten sampai 
dengan Kelurahan/Desa juga dapat memberikan dorongan dalam 
penciptaan lingkungan permukiman yang layak huni (Dalam Buku 
Panduan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 
11). 
Adapun proses penyusunan RTK/CAP merupakan hasil 
rembuk warga yang dijelaskan secara rinci dalam Panduan Penyusunan 
Rencana Tindak Komunitas/Community Action Plan Program Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 yaitu : 
1. Koordinasi kegiatan antara Pemerintah, pemerintah 
daerah dan TPM; 
2. Sosialisasi ke masyarakat di lokasi penanganan;  
3. Pengumpulan aspirasi masyarakat; 
4. Penyusunan dan penyepakatan daftar kebutuhan; 
5. Penyusunan dan penyepakatan rencana kerja dan pelaku” 
(Dalam Panduan Penyusunan Rencana Tindak 
Komunitas/Community Action Plan Program Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 5) 
 
Sosialisasi ke masyarakat di lokasi penanganan dilakukan 
dalam forum dengan melibatkan unsur pemerintah Provinsi, 
Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Tenaga Penggerak Masyarakat 
(TPM) yang telah dibentuk di lokasi permukiman kumuh. Target grup 
dari kegiatan sosialisasi adalah masyarakat sebagai pelaku utama 
dalam penyusunan RTK/CAP.  
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Isi pesan komunikasi dalam rembuk warga adalah kebijakan 
yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
mengenai Rencana Penataan Lingungan Permukiman Kumuh dan 
RTK/CAP yang akan dilaksanakan oleh komunitas lingkungan 
permukiman kumuh dengan didampingi oleh Tim Penggerak 
Masyarakat (TPM).  
Proses pengumpulan aspirasi masyarakat dalam rembuk warga 
perlu penekanan pemahaman bahwa segala sesuatu langkah perlu jelas 
tujuan dan sasaran yang hendak dituju (termasuk dalam penyusunan 
RTK/CAP) dalam pelaksanaan Rencana Penataan Lingkungan 
Permukiman Kumuh.  
Pada rembuk warga TPM selalu berada di tengah masyarakat 
untuk membimbing, membangkitkan kesadaran, dan menggali 
kemampuan mereka di bidang pembangunan dan pengelolaan 
lingkungan perumahan dan permukiman.  
Penekanan muatan pada tahapan rembuk warga yaitu 
masyarakat harus mulai mengerti kondisi lingkungannya sendiri, 
persoalan apa yang dihadapi, dan memperkirakan hal-hal yang 
mungkin dapat mengatasi permasalahan. Muatan pengumpulan aspirasi 
masyarakat, antara lain: 
a) Identifikasi tujuan dan sasaran peningkatan lingkungan 
permukiman kumuh yang akan disusun dalam rencana tindak 
komunitas; 
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b) Pembentukan tim kerja yang akan melakukan pengumpulan 
data dan informasi lingkungan permukiman kumuh; 
c) Penyusunan jadwal kerja sebagai bentuk peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam tim kerja yang telah dipilih;  
d) Daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan 
oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara 
berkelanjutan yang disesuaikan dengan rekomendasi Rencana 
Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh; dan 
e) Pengumpulan data dan informasi (survei dan pemetaan 
lingkungan) lokasi permukiman kumuh. Adapun data dan 
informasi yang diperlukan paling tidak, antara lain :  
i. Data penduduk; 
ii. Data ekonomi (KK miskin, penghasilan KK miskin, 
mata pencaharian, daftar usaha masyarakat, harapan 
dan aspirasi terkait pengembangan ekonomi warga); 
iii. Data sosial (kesehatan, pendidikan, harapan dan 
aspirasi terkait pendidikan dan kesehatan); 
iv. Data lingkungan (mencakup rumah tinggal dan PSU 
antara lain, jaringan jalan, drainase/selokan, prasarana 
air bersih, prasarana pembuangan sampah, 
pembuangan limbah/MCK, pertamanan, prasarana 
ibadah, tempat bermain, prasarana sosial budaya, dan 
lainnya); 
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v. Peta wilayah dan tematik (sebaran prasarana, sarana 
dan utilitas umum); dan 
vi. Dokumentasi kondisi sosial, fisik dan ekonomi 
lingkungan permukiman kumuh sebagai bahan 
pendukung potensi, masalah, peluang dan hambatan. 
Hasil Pengumpulan Aspirasi Warga dalam Rembuk Warga adalah: 
a) Data program yang sudah pernah dilakukan di lokasi 
penataan 
b) Data penduduk 
c) Data ekonomi (KK miskin, penghasilan KK miskin, 
mata pencaharian, daftar usaha masyarakat, harapan 
dan aspirasi terkait pengembangan ekonomi warga) 
d) Data sosial (kesehatan, pendidikan, harapan dan 
aspirasi terkait pendidikan dan kesehatan) 
e) Lingkungan (rumah tinggal dan PSU antara lain, 
jaringan jalan, drainase/selokan, prasarana air bersih, 
prasarana pembuangan sampah, pembuangan 
limbah/MCK, pertamanan, prasarana ibadah, tempat 
bermain, prasarana sosial budaya, dan lainnya) 
f) Peta wilayah dan tematik (sebaran prasarana, sarana 
dan utilitas umum)  
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g) Dokumentasi kondisi sosial, fisik dan ekonomi 
lingkungan permukiman kumuh sebagai bahan 
pendukung potensi, masalah, peluang dan hambatan  
h) Tim kerja dalam penyusunan RTK/CAP 
i) Jadwal kerja tim dalam penyusunan RTK/CAP 
j) Daftar kegiatan fisik yang diperlukan (Dalam Buku 
Panduan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/ 
Community Action Plan Program Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 6) 
Kemenpera telah menerapkan panduan dalam “Buku Panduan 
Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012” dan 
“Panduan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/Community Action 
Plan Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 
2012”. Dengan mengadakan rembuk warga untuk membuat RTK/CAP 
sesuai yang dijelaskan oleh kedua informan dari pihak Kemenpera 
melaui Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT dan 
Kepala Bidang P2P Heri Gunawan, ST, serta saat rembuk warga 
berlangsung TPM selalu berada ditengah masyarakat untuk 
membimbing hal ini di tunjukan dalam gambar 4.3, dan yang 
terpenting dalam rembuk warga ini warga RW 11 mulai mengerti 
kondisi lingkungannya sendiri, persoalan apa yang dihadapi, dan 
memperkirakan hal-hal yang mungkin dapat mengatasi permasalahan 
dengan mengajukan aspirasi atau pertanyaan kepada pihak Kemenpera. 
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 Dalam penyampaian aspirasi melalui komunikasi kelompok 
kecil oleh Kemenpera dengan warga RW 11 terjadi komunikasi timbal 
balik atau semua anggota dalam kelompok tersebut dapat saling 
bertukar pesan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukaan Wiryanto 
(2004:44), “komunikasi kelompok kecil merupakan proses komunikasi 
antara tiga orang atau lebih yang berlangsung secara tatapmuka, dalam 
kelompok tersebut anggota berinteraksi satu sama lain”.  
 Proses komunikasi yang terjalin antara Kemenpera dengan 
warga saat rembuk warga dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan 
yang digambarkan oleh model komunikasi kelompok kecil yang 
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Sumber : Joseph A. Devito (1997 dalam Wiryanto, 2004:45) 
 
 Saat komunikasi kelompok (rembuk warga) berlangsung pihak 
Kemenpera disatu sisi menjadi sumber pesan dengan menyampaikan 
informasi mengenai program PLP2K-BK namun disisi lain pihak 
Kemenpera menjadi penerima pesan saat proses aspirasi warga 
berlangsung karena pada tahap ini wargalah yang menjadi sumber 
pesan yang kemudian diterima dan ditampung oleh Kemenpera. 
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Sumber : Pengamatan Penulis Saat Rembuk Warga di Serang Banten 
Tanggal 3 April 2012 
 Pesan yang disampaikan saat rembuk warga berlangsung 
adalah konsep program PLP2K-BK dan penyampaian aspirasi warga 
kepada pihak Kemenpera, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 
oleh Lurah Tamansari Deni Sirojuddin, berikut hasil wawancaranya: 
“Sudah ada wakil dari Kemenpera yang datang untuk 
mensosialisasikan konsep program dan aspirasi warga serta 
kebijakan pemerintah sudah saling bersambut gayung” (Hasil 
wawancara dengan Lurah Tamansari Deni Sirojuddin tanggal 
12 April 2012 di Kantor Lurah Tamansari) 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sambas Sadikin ketua 
RW 11 Kelurahan Tamansari yang menyatakan bahwa Kemenpera 
Pihak Kemenpera, Bappeda Kota 
Bandung, Dinas Tata Ruang dan Kota, 
Kecamatan dan Kelurahan 
Perwakilan Warga yang dihadiri 
oleh Tokoh Masyarakat,Ketua 
RW (Rukun Warga), PKK, dan 
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telah melakukan sosialisasi konsep program PLP2K-BK. Berikut 
adalah hasil wawancaranya: 
“Kemenpera sudah melakukan sosialisasi kepada warga 
tentang konsep program tersebut” (Hasil wawancara dengan 
Ketua RW 11 tanggal 13 April 2012 di Kediaman Ketua RW 
11). 
 Koordinator PKK RW 11 Heni juga mengungkapkan bahwa 
Kemenpera telah melakukan sosialisasi konsep program PLP2K-BK, 
berikut adalah hasil wawancaranya : 
“Menteri Perumahan Rakyat yang sebelumnya bapak Suharso 
Manoarfa sudah 2 kali meninjau lokasi dan sudah 
menyebutkan bahwa akan dibangun rusun dan setiap warga 
yang memiliki kos-kosan akan diberikan 3 rumah yang satu 
untuk ditempati dan yang dua untuk disewakan, selain itu 
pihak Kemenpera sudah pernah mengadakan rembuk warga” 
(Hasil wawancara dengan Heni Koordinator PKK RW 11 
Tanggal 13 April 2012 di kediaman Ketua RW 11). 
Pihak Kemenpera yang diwakili oleh Kepala Bidang Analisis 
& Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT dan Kepala Bidang P2P Heri 
Gunawan, ST juga membenarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan 
oleh Kemenpera terhadap warga adalah penyampaian konsep program 
PLP2K-BK dan penyampaian aspirasi warga kepada pihaknya, hal ini 
sejalan dengan Panduan Penyusunan Rencana Tindak 
Komunitas/Community Action Plan Program Penataan Lingkungan 
Permukiman Kumuh Tahun 2012 yang menyatakan “Isi dari informasi 
adalah kebijakan yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia mengenai Rencana Penataan Lingungan 
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Permukiman Kumuh” (Penyusunan Rencana Tindak 
Komunitas/Community Action Plan Program Penataan Lingkungan 
Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 6), berikut adalah hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Analisis & Pelaporan Ir. Irma 
Yanti, MT: 
“Kemenpera telah melakukan rembuk warga yang membahas 
mengenai konsep program PLP2K-BK dan pendengaran 
aspirasi warga yang kemudian aspirasi tersebut kami tampung 
dan kami bawa kepusat untuk di bentuk Rencana Tindak 
Komunitas (RTK/CAP)”, (Hasil wawancara dengan Kepala 
Bidang Analisis & Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT tanggal 3 
April 2012 di Serang Banten). 
 
Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kepala P2P 
Kemenpera Heri Gunawan, ST yang menyebutkan Kemenpera telah 
melakukan sosialisasi/rembuk warga yang bertujuan untuk 
menyampaikan konsep program PLP2K-BK dan aspirasi warga, 
berikut adalah hasil wawancaranya: 
 
 “Kami telah melakukan rembuk warga yang dilakukan dengan 
memberikan informasi kepada warga mengenai program 
PLP2K-BK dan menayakan apa yang dibutuhkan warga 
(aspirasi warga) yang kemudian kami jawab dan kami bawa ke 
pusat untuk disetujui” (wawancara dengan Heri Gunawan, ST 
Kepala Bidang P2P Kemenpera Tanggal 5 April 2012 di 
Kantor P2P Kemenpera). 
 Selain dari wawancara dengan informan penulis juga 
melakukan pengecekan kebenaran rembuk warga dengan melihat 
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Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung, berikut informasi yang 
penulis dapatkan : 
 “Pengumpulan aspirasi masyarakat dilakukan dengan 
menyelanggarakan rembuk warga sebanyak dua kali”. 
(Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung Bab 2 Hal 38). 
Rembuk warga/sosialisasi program PLP2K-BK di Kelurahan 
Tamansari Kota Bandung dilakukan dengan dua cara yaitu memberi 
informasi kepada warga tentang konsep program PLP2K-BK dan 
mendengarkan aspirasi warga yang nantinya akan digunakan untuk 
membangun Rencana Tindak Komunitas (RTK). Hal ini sudah sesuai 
dengan Panduan Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/Community 
Action Plan Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 
Tahun 2012, dengan memberitahukan informasi tentang kebijakan 
yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
mengenai Rencana Penataan Lingungan Permukiman Kumuh (konsep 
program PLP2K-BK) dan masyarakat telah mengerti tentang kondisi 
lingkungannya sendiri, persoalan apa yang dihadapi, dan 
memperkirakan hal-hal yang mungkin dapat mengatasi permasalahan 
dengan adanya penyampaian aspirasi warga.  
Adapun hasil dari rembuk warga yang telah dilaksanakan di 
Kelurahan Tamansari adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.11 Matrix Kebutuhan PSU di Tamansari 
No.  Komponen Stimulan PSU  RW 11  Keterangan  
1.  JALAN  
          a.Jalan Kawasan  X   
          b.Jalan Lingkungan  X   
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Sumber : Laporan Akhir RR PLP2K-BK Kota Bandung Tahun 
2011 
Rembuk warga di Kelurahan Tamansari RW 11 menghasilkan 
matriks kebutuhan PSU di RW 11 yaitu pengadaan drainase kawasan 
dan perbaikan sistem persampahan. 
Pesan komunikasi yang disampaikan oleh Kemenpera saat 
rembuk warga berlangsung adalah konsep program PLP2K-BK yang 
kemudian menimbulkan pertanyaan (aspirasi warga) terhadap program 
tersebut, aspirasi warga kemudian dijadikan pedoman dalam 
2.  DRAINASE  
          a.Drainase Kawasan  √   
          b.Drainase Lingkungan  X   
3.  SANITASI  X   
4.  JARINGAN AIR MINUM  
         a. Jaringan Air Minum    
             Sekala Kawasan                                               
X   
         b.Jaringan Air Minum 
             Sekala Lingkungan 
X   
5.  PERSAMPAHAN  √   
6.  JARINGAN LISTRIK  
         a. Jaringan Listrik    
             Sekala Kawasan                                               
X   
         b.Jaringan Listrik 
            Sekala Lingkungan 
X   
7.  PENERANGAN JALAN 
UMUM  
X   
8.  GROUND TANK DAN 
POMPA AIR MINUM  
X  Khusus 
Rusun  
9.  TEMPAT PARKIR  X  Khusus 
Rusun  
10. LIFT  X  Khusus 
Rusun  
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pembuatan RTK/CAP oleh Kemenpera. Jika di hubungkan dengan 
teori yang diungkapkan oleh Dewi (2009:15) menyatakan pesan dalam 
komunikasi kelompok kecil harus memiliki karakteristik seperti 
berikut: 
a. Menarik perhatian 
b. Menggunakan lambang dan bahasa yang dipahami 
komunikan  
c. Mampu memahami kebutuhan pribadi komunikan 
Pesan yang disampaikan oleh Kemenpera saat sosialisasi/ 
rembuk warga jelas menarik perhatian warga karena pesan tersebut 
dapat menarik warga untuk menanyakan atau menyampaikan 
aspirasinya tentang program PLP2K-BK, untuk bahasa yang 
digunakan akan di bahas pada bab selanjutnya, dan tentunya pesan 
tersebut mampu memenuhi kebutuhan pribadi komunikan karena pada 
rembuk warga, pihak Kemenpera mendengarkan aspirasi warga. 
Lebih jauh Bove dan Thill (2003:22 dalam Dewi, 2009:18) 
menjelaskan untuk menciptakan dan memproses pesan secara efektif 
dan efisien, dapat dilakukan dengan cara: 
a. Memahami penerima pesan 
b. Menyesuaikan pesan dengan penerima 
c. Mengembangkan dan menghubungkan gagasan 
d. Mengurangi jumlah pesan 
e. Memilih saluran dan media yang tepat  
f. Meningkatkan keterampilan komunikasi 
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Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sosialisasi atau 
rembuk warga yang dilaksanakan Kemenpera dengan warga RW 11 
Kelurahan Tamansari adalah penyampaian konsep program PLP2K-
BK dan penyampaian aspirasi warga terhadap program yang 
selanjutnya akan digunakan untuk membuat Rencana Tindak 
Komunitas (RTK/CAP) program PLP2K-BK di kawasan Tamansari 
Kota Bandung, oleh sebab itu Kemenpera dalam melakukan sosialisasi 
sudah bisa dikatan berhasil menciptakan dan memproses pesan secara 
efektif dan efisien dengan memahami penerima pesan melalui forum 
tanya jawab yang dilakukan pada saat sosialisasi berlangsung 
(mendengar aspirasi warga), menyesuaikan pesan dengan penerima 
dalam arti saat sosialisasi berlangsung Kemenpera membahas semua 
permasalahan yang dihadapi warga terkait dengan program PLP2K-BK 
baik dari ganti untung dan fasilitas yang diinginkan warga serta kondisi 
lingkungan RW 11, terlebih Kemenpera juga mengembangkan dan 
menghubungkan gagasan antara pihaknya dan warga dengan membuka 
forum tanya jawab agar warga bisa mengungkapkan aspirasinya yang 
kemudian dijawab oleh Kemenpera sesuai dengan konsep program 
PLP2K-BK, selanjutnya aspirasi tersebut dijadikan landasan dalam 
pembuatan RTK/CAP.  
Kemenpera dalam sosialisasi tersebut juga mengurangi jumlah 
pesan yang disampaikan, dalam hal ini tidak semua konsep di jelaskan 
kepada warga, agar warga bisa lebih leluasa mengungkapkan 
keinginannya (aspirasi) terhadap program PLP2K-BK. Untuk 
pemilihan media yang digunakan Kemenpera saat sosialisasi atau 
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rembuk warga berlangsung akan di bahas pada bab selanjutnya, 
sedangkan untuk membuat komunikasi yang efektif dalam rembuk 
warga pihak Kemenpera meningkatkan keterampilan berkomunikasi 
dengan mengirimkan narasumber yang memiliki wewenang terhadap 
program PLP2K-BK sehingga semua pertanyaan dan aspirasi warga 
dapat dijawab dan ditampung secara tepat. 
Bila dihubungkan dengan tujuan strategi komunikasi menurut 
Pace, Peterson dan Burnet (dalam Effendy, 2009:32) yaitu: 
1. To secure understanding (memastikan bahwa komunikan 
mengerti pesan yang diterimanya) 
2. To establish acceptance (setelah pesan dimengerti 
komunikan maka komunikan harus dibina) 
3. To motivate action (kegiatan dimotifikasikan) 
Tujuan startegi komunikasi telah tercapai dalam rembuk warga 
antara Kemenpera dengan warga RW 11 karena dalam rembuk warga 
tersebut Kemenpera memastikan bahwa warga mengerti konsep 
program PLP2K-BK dengan memberikan informasi mengenai konsep 
program PLP2K-BK yang akan dicanangkan di lingkungannya dan 
memberi kesempatan warga untuk bertanya serta mengeluarkan 
aspirasinya mengenai program PLP2K-BK, selain itu Kemenpera juga 
membentuk TPM untuk mendampingi warga dan membina warga agar 
warga mengerti  konsep program PLP2K-BK yang akan dicanangkan 
di lingkungannya yang selanjutnya membuat warga setuju dengan 
program tersebut. 
Tugas Akhir - 2012





Komunikasi akan efektif ketika pesan yang dikirim 
komunikator dapat diterima dan dipahami komunikan, oleh karenanya 
dibutuhkan startegi atau kiat untuk mengirimkan pesan secara efektif, 
Johnson (1981 dalam Supratiknya, 2011:35) menyebutkan ada tiga 
syarat yang harus dipenuhi yaitu : 
1. kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita 
kirim mudah dipahami 
2. sebagai pengirim kita harus memiliki kredibilitas dimata 
penerima 
3. kita harus berusaha mendapat umpan balik secara 
optimal tentang pengaruh pesan dalam diri penerima 
Dalam rembuk warga dengan warga RW 11 Kemenpera telah 
memenuhi ketiga syarat tersebut, Kemenpera mengusahakan agar 
pesan-pesan atau informasi yang disampaikan mudah dimengerti oleh 
warga sesuai dengan tujuan rembuk warga itu sendiri yaitu masyarakat 
harus mulai mengerti kondisi lingkungannya sendiri, persoalan apa 
yang dihadapi, dan memperkirakan hal-hal yang mungkin dapat 
mengatasi permasalahan. Selanjutnya Kemenpera mengirimkan 
narasumber/komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi dengan 
mengirimkan orang-orang yang ahli (expertise) dalam program 
PLP2K-BK yaitu Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan beserta 
Kepala P2P Kemenpera hal ini dimaksudkan agar komunikan (warga 
RW 11) percaya (trustworthiness) dengan pesan yang disampaikan, 
karena keahlian komunikator dan kepercayaan yang tinggi terhadap 
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komunikator akan menyebabkan kesediaan komunikan untuk 
menerima pesan dan mengubah sikap sesuai keinginan komunikator, 
terakhir Kemenpera berusaha mendapatkan umpan balik dari 
masyarakat dengan membuka sesi pertanyaan atau penampungan 
aspirasi warga agar Kemenpera paham apa yang diinginkan oleh 
warga. 
4.2.2.2.2 Isi Pesan Komunikasi Massa 
Pesan komunikasi massa Kemenpera terkait program PLP2K-
BK adalah pesan-pesan komunikasi yang dikirimkan Kemenpera 
melalui media massa baik melalui media massa cetak, media massa 
elektronik dan web resmi Kemenpera (www.kemenpera.go.id). Pesan 
ini lebih bersifat umum dan tidak diperuntukan bagi sebagian 
kelompok orang seperti yang dikemukaan oleh Ardianto dkk (2009:8) 
“Komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak 
ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh karenanya pesan 
komunikasi massa bersifat umum”. 
Pesan komunikasi massa tentang program PLP2K-BK yang 
disampaikan Kemenpera melalui media massa memiliki karakteristik 
sendiri sesuai dengan media yang digunakannya. Pesan komunikasi 
massa yang disampaikan Kemenpera baik di media massa cetak 
maupun media massa elektronik secara garis besar memiliki informasi 
yang sama, pesan tersebut lebih kepada konsep program PLP2K-BK 
secara umum yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan 
kepada masyarakat dan stakeholder tentang program PLP2K-BK 
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karena didalam pesan komunikasi massa di media cetak dan eloktronik 
perwakilan dari Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menjelaskan 
tentang konsep program PLP2K-BK yang merupakan program 
perbaikan kawasan untuk menangulangi perluasan kawasan kumuh di 
kota besar, selain itu dalam komunikasi massa tersebut pesan yang 
disampaikan lebih pada tahapan pelaksanaan program PLP2K-BK, 
hasil pelaksanaan program PLP2K-BK di beberapa kota pada tahun 
2010 dan rencana pelaksanaan PLP2K-BK di kota besar lainnya pada 
tahun 2011 serta ajakan Kemenpera agar masyarakat turut serta dalam 
pelaksanaan program PLP2K-BK di lingkungannya. 
Pesan komunikasi massa di web Kemenpera lebih berisikan 
hasil tinjauan lapangan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa 
di Tamansari Kota Bandung, pernyataan Menteri Perumahan Rakyat 
yang baru Djan Faridz tentang kelanjutan pelaksanaan program 
PLP2K-BK di Tamansari Kota Bandung. Pesan komunikasi massa di 
web Kemenpera ini lebih terfokus pada program PLP2K-BK di 
Tamansari Kota Bandung, karena melalui web tersebut Bagian Humas 
menjalankan salahsatu Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sebagai 
pelaksana kegiatan media dan publikasi. Melalui media tersebut 
Humas memperbarui semua informasi mengenai program yang sedang 
dijalankan oleh Kemenpera serta agenda-agenda dari Menteri 
Perumahan Rakyat, pesan komunikasi yang ditayangkan humas di 
media web terkadang sering dijadikan referensi bagi wartawan dalam 
meliput kegiatan Kemenpera, hal ini dilakukan oleh wartawan karena 
Kemenpera merupakan sebuah lembaga pemerintah yang setiap 
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programnya penting dan menarik untuk di ketahui oleh masyarakat 
luas. Ketiga media massa yang digunakan Kemenpera dalam 
mensosialisasikan program PLP2K-BK ini sebenarnya memiliki satu 
tujuan yang sama yaitu memperbaharui informasi khalayak baik 
masyarakat, media dan stakeholder.  Hal ini sejalan dengan pernyataan 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemenpera Andri Yusandra, ST, 
berikut hasil wawancaranya: 
“Kami menggunakan 3 media sekaligus dalam sosialisasi 
program PLP2K-BK, pertama media cetak (advertorial), media 
elektronik (talk show) dan web yang semuanya bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada khalayak (masyarakat,media 
dan stakeholder)” (Hasil wawancara dengan Kepala Humas 
dan Protokol Andri Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 
di Kantor Kemenpera) 
Pesan komunikasi massa yang dikemas harus memiliki kriteria 
penting dan menarik, pesan program PLP2K-BK melalui media massa 
tidak ditujukan kepada sekelompok kecil orang atau warga sehingga 
pesan tersebut dibuat secara umum dan tidak spesifik, hal ini bertujuan 
agar semua khalayak (masyarakat/warga, media dan stakeholder) dapat 
memanfaatkan informasi tersebut. Pesan konsep program PLP2K-BK 
yang diterbitkan Kemenpera melalui media massa baik media massa 
cetak, media massa elektronik dan media web, semuanya telah masuk 
kedalam kriteria penting karena konsep program PLP2K-BK tersebut 
mencangkup kepentingan orang banyak yaitu seluruh warga yang 
lingkungannya terkena program PLP2K-BK, sehingga tidak hanya 
sekelompok orang saja yang membutuhkan informasi tersebut 
melainkan seluruh warga di 25 lokasi berbeda yang menjadi 
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penanganan program PLP2K-BK pada tahun 2011, karena menyangkut 
kepentingan orang banyak sehingga pesan tersebut menarik untuk 
diketahui bukan saja oleh masyarakat melainkan oleh media, dan 
stakeholder (Pemerintah Daerah). 
Adapun pesan komunikasi massa yang dimuat di media massa 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.12 Pesan Komunikasi di Media Massa  
N
o 
Tanggal Media Isi 






“Rencana revolusi permukiman 
di kawasan Balubur kota 
Bandung melalui konsep 
balance urban development 
diharapkan dapat menjadi 
contoh penataan kawasan 
permukiman di perkotaan tidak 
hanya di Indonesia tapi juga di 
dunia. Hal ini disampaikan 
Menpera Suharso Monoarfa 
pada disela-sela kegiatan Safari 
Ramadhan 1432 H dan buka 
bersama dengan warga 
masyarakat disekitar kawasan 
Balubur di RW.11 Kelurahan 
Tamansari, Kecamatan Bandung 
Wetan Kota Bandung, Selasa 
sore (9/8) ................................... 
Di kawasan Balubur ini 
rencananya akan di jadikan 
kawasan hunian vertikal  dengan 
konsep 1 plus 2 yang berarti satu 
kepala keluarga akan 
mempunyai satu unit rumah 
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susun dan bisa berinvestasi 
sekaligus di dua rusun lainnya 
dengan cara disewakan, dengan  
ini diharapkan bisa 









Kemenpera akan berusaha 
pelaksanaan program tersebut 
tidak merugikan masyarakat 
sehingga dapat terwujud 
lingkungan perumahan yang 
nyaman dan layak untuk di huni 
.................Konsep ganti untung 
tersebut, imbuh Djan Faridz, 
dilakukan oleh Kemenpera 
dengan cara membangun 
terlebih dulu rumah layak huni 
bagi masyarakat yang ingin 
pindah dari bantaran kali. 
Adapun lokasi hunian sementara 
bagi masyarakat tersebut 
diupayakan berdekatan atau 
tidak jauh dari tempat mereka 
bekerja atau sekolah dimana 








Meluasnya perumahan dan 
permukiman kumuh di 
perkotaan yang menimbulkan 
dampak pada menurunnya 
tingkat kesehatan masyarakat, 
kualitas pelayanan prasarana dan 
sarana permukiman, 
meningkatnya frekuensi bencana 
kebakaran, banjir dan potensi 
kerawanan serta konflik sosial 
perlu mendapat perhatian serius 
dari semua pihak. Kemenpera 
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dalam upaya mengantisipasi hal 
tersebut sejak tahun 2010 lalu 
terus melaksanakan program 
Penanganan Lingkungan 
Perumahan dan Permukiman 
Kumuh Berbasis Kawasan 
(PLP2K-BK) guna mewujudkan 
lingkungan perumahan dan 
permukiman yang sehat, aman, 
serasi, dan teratur, dan 
terintegrasi dengan  rencana tata 
ruang wilayah dan sistem 
kotaserta mewujudkan sinergi 
efektif antara seluruh pihak yang 
terkait dengan penanganan 
lingkungan perumahan dan 
permukiman kumuh, baik di 
tingkat pusat maupun daerah. 




Perbaikan kawasan untuk 
menanggulangi perluasan 
kawasan 
kumuh, Kemenpera telah 
mencanangkan Program 
Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman Kumuh Berbasis 
Kawasan (PLP2KBK). Program 
yang dicanangkan sejak 2010 ini 
lebih mengedepankan perbaikan 
kawasan tempat masyarakat itu 
tinggal. 
Kawasan kumuh di kota-kota 
besar bak jamur di musim hujan, 
tak terkecuali di Indonesia. 
Apalagi di kota besar seperti 
Jakarta, Bandung, 
Medan,Surabaya, dan sejumlah 
wilayah lainnya. 
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Peringatan Hari Habitat Dunia 
tahun lalu dengan tema Menuju 
kota dan kehidupan lebih baik, 
menjadi tantangan tersendiri 
bagi pemerintah dalam 
mencegah bertambahnya luasan 
kawasan dalam jangka panjang. 
 
Permukiman kumuh perkotaan 
saat ini menjadi isu global 




Pemerintah Indonesia pun ikut 
bersepakat untuk melaksanakan 
prinsip – prinsip pembangunan 
berkelanjutan secara bertahap, 
khususnya terkait dengan 
permukiman. 
 
Terkait dengan Target 
Pembangunan Milenium 
(millenium development 
goals/MDGs) untuk penanganan 
permukiman kumuh yang 
tinggal menyisakan empat tahun 
ke depan, Kementerian 
Perumahan Rakyat (Kemenpera) 
terus menggeber perencanaan 
sekaligus mengurangi 
permukiman kumuh yang 
tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. 
 
“Pada 2010, kami sudah dan 
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menangani pembangunan fisik 
di 20 
lokasi antara lain di Bandung, 
Medan, Donggala, Batam, Palu, 
dan Kalimantan yang masih 
berjalan hingga sekarang. 
Bahkan, pada 2011 kita siap 
untuk menyusun sekaligus 
melakukan pembangunan di 25 
lokasi berbeda,”ujar Asisten 
Deputi Perencanaan 
Pengembangan Kawasan 
Kemenpera Simamora Hardi. 
 
Perbaikan kawasan 
Untuk menanggulangi perluasan 
kawasan kumuh, Simamora 
mengatakan bahwa Kemenpera 
telah mencanangkan Program 
Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman Kumuh Berbasis 
Kawasan (PLP2KBK). Program 
yang dicanangkan sejak 2010 ini 
lebih mengedepankan perbaikan 
kawasan tempat masyarakat itu 
tinggal. Masyarakat diharapkan 
membuat komunitas sehingga 
kebutuhan secara umum bisa 
dipenuhi lewat PLP2KBK. 
 
“Tahap penyusunan rencana kita 
bawa komunitas masyarakat di 
tiap 
tempat untuk berdiskusi apa saja 
yang dibutuhkan masyarakat di 
kawasan kumuh tertentu. Kita 
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tidak bisa buat penanganannya 
sama rata,” jelanya 
 
 Isi pesan komunikasi program PLP2K-BK di media cetak dan 
elektronik sebenarnya tidak hanya ditujukan langsung untuk warga 
RW 11 atau warga lain yang terkena program PLP2K-BK, namun 
pesan tersebut juga ditujukan Kemenpera kepada stakeholder 
(Pemerintah Daerah) yang nantinya akan membantu terlaksananya 
program PLP2K-BK dan seluruh warga/masyarakat Indonesia, 
sedangkan pesan komunikasi program PLP2K-BK yang dimuat di 
media web lebih ditujukan untuk warga RW 11 dan media (wartawan 
pencari informasi) karena isi pesannya adalah konsep program PLP2K-
BK di Tamansari Kota Bandung yang diungkapkan oleh Menteri 
Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa maupun Menteri Perumahan 
Rakyat yang baru Djan Faridz, bahwa program PLP2K-BK atau 
program revitalisasi kawasan kumuh di RW 11 Kelurahan Tamansari 
akan tetap dilaksanakan, melalui isi pesan tersebut Kemenpera 
mengharapkan peran aktif masyarakat untuk membantu kelancaran 
program PLP2K-BK, serta Kemenpera akan mengupayakan 
membangun sesuai dengan standar lingkungan yang baik serta tidak 
merugikan masyarakat dengan terlebih dahulu memberikan ganti 
untung dengan memindahkan masyarakat ke tempat yang di bangun 
sementara. 
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Charles Wright (1977 dalam Wiryanto, 2004:73) menjelaskan 
karakteristik pesan-pesan dalam komunikasi massa sebagai berikut: 
a. Publicly 
Pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya tidak ditujukan 
kepada orang perorang secara eksklusif, melainkan bersifat 
terbuka untuk umum atau publik. 
b. Rapid 
Pesan-pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai 




Pesan-pesan komunikasi massa umumnya dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi “sekali pakai”, 
karena itu isi media cenderung dirancang secara timely 
(memuat kejadian-kejadian terbaru) dan kadang-kadang 
bersifat sensasional (berita yang isinya dan cara 
mengemukakannya bertujuan untuk menarik perhatian, 
membangkitkan perasaan dan emosi manusia). 
 
Pesan komunikasi massa terkait program PLP2K-BK telah 
memenuhi karakteristik pesan–pesan komunikasi massa menurut 
Charles Wright (1977 dalam Wiryanto, 2004:73) yang ditujukan dari 
pesan tersebut tidak dibuat untuk ditujukan kepada seseorang atau 
suatu kelompok secara ekslusif (RW 11) melainkan bersifat terbuka 
untuk umum atau publik (publicly) karena pesan komunikasi tersebut 
lebih menginformasikan konsep umum program PLP2K-BK yang akan 
dicanangkan diseluruh kota di Indonesia yang memiliki kawasan 
kumuh, sehingga perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, media 
dan stakeholder (Pemerintah Daerah).  
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Melalui media massa pesan komunikasi program PLP2K-BK 
dapat di konsumsi oleh khalayak luas secara lebih cepat (segera) 
dengan kata lain pesan tersebut telah memenuhi karakteristik rapid, 
misalnya dengan menggunakan media massa cetak dan media massa 
elektronik pesan program PLP2K-BK bisa dibaca dan didengarkan 
oleh khalayak luas pada saat pesan tersebut  disiarkan dan surat kabar 
tersebut beredar. Isi pesan komunikasi massa program PLP2K-BK 
dibuat secepat mungkin dalam arti segala aktifitas atau komentar 
Menteri tentang program PLP2K-BK yang di ungkapkan hari ini, 
besok sudah dimuat di website Kemenpera (timely), karena program 
PLP2K-BK ini adalah program pemerintah dan masyarakat cenderung 
malas untuk membacanya maka di buatlah judul-judul yang 
sensasional sehingga masyarakat tertarik untuk membacanya, judul 
yang dimaksud seperti “Penataan Permukiman Balubur Bandung Akan 
Jadi Percontohan Dunia”, “Pemerintah Kembali Giatkan Program 
Rusun Sejahtera Milik” (Dimuat oleh Humas di www.kemenpera.go.id 
pada tanggal 9 Agustus 2011 dan 26 September 2011).  
Proses penerimaan pesan melalui media massa oleh 
komunikan rentan terjadi kesenjangan pengetahuan yang disebabkan 
perbedaan status sosial dan tingkat pendidikan, hal ini sejalan dengan 
hipotesis kesenjangan pengetahuan yang dijelaskan oleh Tichenor, 
Donohue, dan Olien dalam sebuah artikel “Arus Media Massa dan 
Pertumbuhan Diferensial dalam Ilmu Pengetahuan (dalam Severin dan 
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Tankard, 2009:295), para penulis tersebut menyatakan hipotesis 
kesenjangan pengetahuan sebagai berikut: 
Ketika pemasukan informasi media massa ke sistem sosial 
meningkat, segmen-segmen populasi dengan status ekonomi 
yang lebih tinggi cenderung untuk memperoleh informasi ini 
dengan tingkat lebih cepat daripada segmen-segmen populasi 
dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah, sehingga 
kesenjangan pengetahuan diantara segmen-segmen ini 
cenderung melebar daripada menyempit. 
 
Semakin tinggi status ekonomi seseorang maka semakin tinggi 
juga akses mereka terhadap berbagai informasi, hal ini ternyata terjadi 
pada warga RW 11 Kelurahan Tamansari yang memiliki status 
ekonomi menengah ke bawah (MBR), warga Tamansari RW 11 bisa 
dikatakan jarang mengakses informasi tentang program PLP2K-BK 
melalui media massa dan lebih memilih untuk mengetahui informasi 
tersebut melalui Kepala RW atau Lurah Tamansari. Hal ini sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Koordinator PKK RW 11 Heni: 
“Kalau koran mah tidak pernah apalagi internet paling kami 
mendapatkan informasi tersebut dari pak RW yang langsung 
menanyakannya ke pak Lurah” (Hasil wawancara dengan 
Koordinator PKK RW 11 Heni pada tanggal 13 April 2012 di 
Kediaman Ketua RW 11). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua RW 11 Sambas 
Sadikin, beliau mengungkapkan untuk informasi mengenai program 
PLP2K-BK cenderung mendapatkannya dari Kelurahan, berikut adalah 
kutipan wawancaranya: 
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“Saya mengikuti alur saja jadi saya mendapatkan informasi 
tersebut dari pak lurah dengan mendatangi kantornya dan 
bertanya langsung kepada beliau mengenai perkembangan 
rusun dan menyampaikan aspirasi warga yang selalu 
menanyakan perkembangan rusun” (Hasil wawancara dengan 
Ketua RW 11 Sambas Sadikin pada tanggal 13 April 2012 di 
Kediaman Ketua RW 11). 
 
Penyampaian pesan komunikasi oleh Kemenpera melalui 
media massa kepada warga RW 11 bisa dikatakan kurang tepat sasaran 
karena warga cenderung memilih ketua RW dan Lurahan sebagai 
sumber informasi yang dianggap lebih dapat menjawab berbagai 
aspirasi atau pertanyaan mengenai program PLP2K-BK sehingga 
sosialisasi melalui komunikasi kelompok lebih efektif di banding 
melalui komunikasi massa dalam menyampaikan pesan komunikasi 
program PLP2K-BK, namun komunikasi massa juga perlu dilakukan 
karena isi pesan komunikasi massa tidak hanya ditujukan untuk warga 
RW 11 melainkan untuk seluruh warga atau masyarakat Indonesia. 
4.2.2.3 Bahasa 
4.2.2.3.1 Bahasa Dalam Komunikasi Kelompok 
 Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya setiap anggota 
dalam kelompok kecil dapat saling berkomunikasi satu sama lain, 
sehingga memungkinkan setiap anggotanya berkomunikasi 
interpersonal dengan salah satu anggota kelompok atau lebih. 
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 Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 
komunikator kepada komunikan hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Rogers dan Kincaid (1981 dalam Cangara, 2008:20) 
mendefinisikan, “Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang 
atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap 
satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba kepada saling 
pengertian yang mendalam”.  
 Proses penyampaian pesan dalam setiap komunikasi 
salahsatunya komunikasi kelompok tidak bisa terlepaskan dari bahasa, 
karena melalui bahasa manusia dapat saling bertukar pesan dan 
memahami makna pesan yang disampaikan oleh lawan bicaranya. 
Bahasa adalah lambang yang digunakan komunikator saat 
berkomunikasi dengan komunikan, hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan Agus M. Hardjana (2003:23) dalam bukunya Komunikasi 
Intrapersonal dan Interpersonal, menjelaskan “bahasa adalah suatu 
sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna”. Sejalan 
dengan hal tersebut untuk mencapai komunikasi efektif Dewi 
(2009:15) menyatakan pesan dalam komunikasi kelompok kecil harus 
memiliki tiga karakteristik, salah satunya menggunakan lambang atau 
bahasa yang dipahami komunikan”. Dengan menggunakan bahasa 
yang dipahami oleh komunikan, komunikator akan dengan mudah 
mengirimkan pesan kepada komunikan  dan komunikan dengan mudah 
juga menangkap makna pesan yang disampaikan oleh komunikator. 
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Bahasa yang mudah dipahami komunikan adalah bahasa yang 
digunakan sehari-hari oleh komunikan, hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan Van Den Ban & Hawkins (1999:158) menyatakan bahasa 
yang mudah di mengerti sebagai berikut: 
Penyuluhan seharusnya disampaikan dalam bentuk yang 
mudah dimengerti (comprehensive). Penelitian di Jerman 
menyebutkan ada empat faktor dalam perwujudan “mudah 
dimengerti”, salah satunya yaitu penggunaan bahasa yang 
sederhana. Istilah-istilah teknis diterangkan dengan kalimat 
yang singkat dan jelas, menggunakan kata-kata sehari-hari 
yang mempunyai arti yang konkret, bahasa samar sebaiknya 
dihindari (Van Den Ban & Hawkins, 1999:158). 
Sedangkan menurut pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus 
Tim Pakar Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, 
M.Si, bahasa yang digunakan dalam komunikasi langsung adalah 
bahasa dengan pesan yang sederhana, sehingga bisa dipahami oleh 
seluruh elemen masyarakat, berikut adalah hasil wawancaranya: 
“Komunikasi langsung................. bahasa dengan pesan yang 
sederhana, sehingga bisa dipahami oleh seluruh elemen 
masyarakat mulai intelektual terendah, misalnya rakyat tidak 
tamat sekolah dasar sampai profesor atau presiden” (Hasil 
wawancara dengan pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim 
Pakar Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, 
M.Si pada Tanggal 13 Juni 2012) 
Dalam rembuk warga Kemenpera telah menerapkan hal 
tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 
warga RW 11 hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala 
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Bidang Analisis dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT, berikut adalah hasil 
wawancaranya: 
“Saat rembuk warga berlangsung kami cenderung mengajak 
warga untuk berperan aktif sehingga bahasa yang kami 
gunakan relatif informal, agar warga tidak merasa ada gab 
sehingga mereka bebas mengeluarkan aspirasinya” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Ir. 
Irma Yanti, MT pada tanggal 3 April 2012 di Serang Banten). 
 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang P2P 
Kemenpera Heri Gunawan, ST beliau menegaskan bahasa yang 
digunakan lebih bersifat informal, agar tujuan dari rembuk warga dapat 
tercapai, berikut adalah hasil wawancaranya: 
“Tujuan diadakannya rembuk warga adalah untuk 
mengumpulkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya kami 
lebih menggunakan bahasa informal” (Hasil wawancara 
dengan Kepala P2P Kemenpera Heri Gunawan, ST pada 
tanggal 5 April 2012 di Kantor P2P) 
 
Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit 
Ardian P., ST, M.Sc, juga menyatakan hal yang sama bahwa dalam 
rembuk warga atau sosialisasi dengan warga pihak Kemenpera lebih 
menggunakan bahasa informal, berikut hasil wawancaranya: 
 
“Bahasa yang digunakan informal” (Hasil wawancara dengan 
Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung 
Dodit Ardian P., ST, M.Sc pada tanggal 5 Juni 2012 di Kantor 
Bappeda Kota Bandung). 
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Kemenpera menggunakan bahasa informal karena dalam 
komunikasi kelompok/rembuk warga memungkinkan terjadinya 
komunikasi interpersonal atau antarpribadi dan pola komunikasi yang 
terbangun dalam komunikasi antarpribadi lebih bersifat tidak formal 
sehingga menggunakan bahasa yang tidak formal, hal ini sejalan 
dengan yang diungkapkan oleh Purwanto (2006:21), yaitu : 
Pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi 
antarpribadi lebih bersifat informal atau tidak formal. Oleh 
karena komunikasi antarpribadi ini bersifat informal, maka 
bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan juga tidak 
bersifat formal. Yang terpenting dalam hal ini adalah 
bagaimana penerima pesan tersebut dapat memahami pesan 
yang disampaikan dengan baik. 
  
 Komunikasi informal dapat dilakukan dengan berbagai cara 
agar komunikasi yang terjalin antara komunikator dan komunikan 
dapat efektif, misalnya dengan mendengarkan, bertanya dan menjawab 
pertanyaan, atau dengan cerita lucu. Rembuk warga antara Kemenpera 
dan warga RW 11 bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga 
sehingga cara yang efektif adalah dengan menderkan.  The American 
Heritage Dictionary (dalam Maggio, 2007:39) mengatakan bahwa 
“listen berarti melakukan upaya untuk mendengar sesuatu, 
memperhatikan, dan menyimak”.  
  Saat rembuk warga berlangsung Kemenpera disatu sisi 
menjadi komunikator (pembicara) dan disisi lain menjadi komunikan 
(pendengar). Untuk menjadi pembicara yang baik maka dibutuhkan 
kemampuan untuk mendengar dengan memperhatikan dan berupaya 
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untuk menyimak ketika lawan bicara sedang mengeluarkan pendapat. 
Oleh karenanya saat Kemenpera menjadi pendengar maka 
mendengarkan adalah perilaku aktif, bukan pasif yang terdiri atas 
mendengar, memahami dan mengingat. 
 Dalam pengamatan penulis saat rembuk warga berlangsung 
pihak Kemenpera telah menerapkan cara mendengar yang baik dengan 
menyimak setiap aspirasi warga, memahami keinginan warga dan 
bahkan mencatat setiap aspirasi warga untuk dijadikan pedoman 
pembuatan RTK/CAP. Rembuk warga antara Kemenpera dengan 
warga RW 11 bisa dikatakan efektif karena dalam rembuk warga 
tersebut antara pihak Kemenpera dengan warga saling bertukar pikiran 
mengenai program PLP2K-BK, hal ini sejalan dengan Maggio 
(2007:40) menjelaskan bahwa “percakapan yang baik adalah kegiatan 
yang seimbang, ping-pong dan saling bergantian”. 
 Keefektifan komunikasi dalam rembuk warga yang ditandai 
dengan bersambutnya aspirasi warga terkait penjelasan program 
PLP2K-BK oleh Kemenpera, hal ini diungkapkan oleh Lurah 
Tamansari Deni Simalajudin, berikut adalah hasil wawancaranya: 
 “............................................aspirasi warga dan kebijakan 
pemerintah sudah saling bersambut gayung. (Hasil wawancara 
dengan Lurah Tamansari Deni Simalajudin pada tanggal 12 
April 2012 di Kantor Kelurahan Tamansari). 
  
 Saat rembuk warga berlangsung Kemenpera lebih 
menggunakan bahasa informal dengan tujuan untuk lebih mendekatkan 
diri kepada warga agar tidak ada gab, sehingga warga bebas 
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mengeluarkan aspirasinya. Saat warga mengeluarkan aspirasinya 
Kemenpera bertindak sebagai pendengar yang baik dengan 
mendengarkan aspirasi warga, memahami keinginan warga terkait 
program PLP2K-BK dan mencatat aspirasi warga kemudian dijadikan 
pedoman pembuatan RTK/CAP. Jadi bahasa yang digunakan saat 
rembuk warga atau komunikasi kelompok sangat menentukan 
keberhasilan atau keefektifan komunikasi karena dengan menggunakan 
bahasa yang sama-sama dimengerti oleh warga dan Kemenpera maka 
akan mempermudah proses penyampaian pesan dan pemaknaan. 
 
4.2.2.3.2 Bahasa Dalam Komunikasi Massa 
4.2.2.3.2.1Bahasa Dalam Komunikasi Media Online/Web  
 Komunikasi dengan menggunakan media massa jelas sekali 
harus memperhatikan penggunaan bahasa untuk menyampaikan semua 
informasinya kepada khalayak. Dalam komunikasi dengan 
menggunakan media massa komunikator harus pintar menggunakan 
bahasa yang baik sehingga gagasan atau ide yang di sampaikan dapat 
dipahami komunikan. 
 Pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar Badan 
Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si menyatakan 
bahwa bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa 
lebih mengutamakan pesan yang sederhana, berikut hasil 
wawancaranya: 
Tugas Akhir - 2012





“........................bahasa dengan pesan yang sederhana, sehingga 
bisa dipahami oleh seluruh elemen masyarakat mulai 
intelektual terendah, misalnya rakyat tidak tamat sekolah dasar 
sampai profesor atau presiden” (Hasil wawancara dengan 
pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar Badan 
Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si pada 
Tanggal 13 Juni 2012). 
 Kemenpera menggunakan pendekatan prinsip dasar 
kemediamasaan dalam menentukan bahasa yang digunakan saat 
komunikasi dengan menggunakan media online/web, Rahardi 
(2010:130) menjelaskan beberapa prinsip dasar kemedia massaan 
yaitu: 
1. Prinsip kekomunikatifan media 
Bahasa jurnalistik atau media harus lugas, sederhana, tepat 
dalam diksinya(kata-kata), menarik sifatnya dan langsung 
menuju pada pokok permasalahan. Dalam hal ini Rahardi 
menyebutkan prinsip kekomunikatifan sedikit 
mengesampingkan dimensi accuracy karena tujuan 
pokoknya getting the meaning across atau dimensi 
penyampaian informasi. 
2. Prinsip kespesifikan media 
Bahasa jurnalistik harus disusun dengan kalimat-kalimat 
yang singkat atau pendek. Bentuk-bentuk kebahasaan yang 
sederhana dan mudah diketahui oleh orang kebanyakan. 
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3. Prinsip kehematan media 
Bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan dalam bahasa 
jurnalistik sedapat mungkin berciri minim karakter kata 
atau sedikit dalam jumlah hurufnya. 
4. Prinsip kejelasan media 
Bahasa jurnalistik sedapat mungkin menggunakan kata-
kata yang bermakna denotatif, mengandung makna yang 
sebenarnya dan apa adanya. 
5. Prinsip ketidak mubaziran media 
Bentuk – bentuk kebahasaan yang mubazir menunjuk pada 
kata atau frasa yang sebenarnyadapat dihilangkan dari 
kalimat yang menjadi wadahnya dan peniadaan kata – kata 
tersebut tidak mengubah arti atau maknanya. 
 Berikut adalah analisis penerapan prinsip dasar 
kemediamasaan yang dilakukan oleh Kemenpera saat sosialisasi 
program PLP2K-BK dengan media massa online atau web: 
Tabel 4.13 Analisis Bahasa Jurnalistik dalam Pesan Komunikasi 
Massa Kemenpera Melalui Web Resmi Kemenpera 
Judul dan 
Media 
Pesan Komunikasi Massa 
Kemenpera 







Kementerian Perumahan Rakyat 
(Kemenpera) mengajak peran serta 
aktif masyarakat untuk melakukan 
revitalisasi kawasan kumuh di 
sekitar Kali Ciliwung serta daerah 
 Prinsip 
kekomunikatifan 
media: bahasa yang 
digunakan dalam 
pesan tersebut 
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Tamansari, Bandung. Untuk itu, 
Kemenpera akan berusaha 
pelaksanaan program tersebut tidak 
merugikan masyarakat sehingga 
dapat terwujud lingkungan 
perumahan yang nyaman dan layak 
untuk di huni. 
 Menteri Perumahan Rakyat 
(Menpera) Djan Faridz 
mengungkapkan, program 
revitalisasi kawasan kumuh di 
sepanjang bantaran Kali Ciliwung 
serta daerah Tamansari, Bandung 
sudah masuk dalam rencana 
program kerja Kemenpera. Untuk 
itu, pihaknya berharap masyarakat 
bisa bekerjasama dengan baik 
dalam pelaksanaan program 
kegiatan ini. 
 
 "Kami memiliki program 
revitalisasi kawasan kumuh di 
bantaran Kali Ciliwung dan 
Tamansari Bandung. Tapi tentunya 
kami perlu kerjasama dari 
masyarakat agar program ini bisa 
terlaksana dengan baik," ujar 
Menpera, Djan Faridz kepada 
sejumlah wartawan usai 
menghadiri Peluncuran Surat Kabar 
Inilah Koran di Gedung Merdeka, 
Bandung, Kamis (10/11).  
 
 Djan Faridz menyatakan, 
Kemenpera akan berupaya 
pelaksanaan program di dua daerah 
ini bisa berjalan bersamaan. Oleh 
karena itu, saat ini Kemenpera terus 
melakukan inventarisasi terkait 
jumlah kepala keluarga (KK) yang 











tersebut juga telah 
memenuhi dimensi 
getting the meaning 








tersebut, mulai dari 
keinginan Menteri 
Perumahan Rakyat 
sampai konsep ganti 




 Prinsip kespesifikan 
media: hal ini juga 
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 "Insyaallah program ini bisa 
dilaksanaan bersamaan. Tapi kami 
tentu kami akan membuat prioritas 
karena anggaran yang dimiliki pas-
pasan. Dan kami juga harus tahu 
berapa jumlah KK yang harus di 
relokasi," terangnya.  
 
 Lebih lanjut, Djan Faridz 
menambahkan, berdasarkan data 
yang dimiliki Kemenpera saat ini 
jumlah KK yang harus direlokasi 
dari bantaran Kali Ciliwung 
berjumlah sekitar 30.000 KK. 
Sedangkan di daerah Tamansari 
Bandung jumlahnya masih terus 
dihitung.  
 
 Menurut Djan Faridz, sukses 
tidaknya pelaksaan program 
perumahan juga tergantung pada 
peran serta aktif masyarakat 
sendiri. Kemenpera dalam hal ini 
juga berupaya berupaya 
memberikan ganti untung kepada 
masyarakat yang mendukung 
terlaksananya program revitalisasi 
kawasan kumuh tersebut .  
 
 "Kemenpera ingin memberi ganti 
untung bukan ganti rugi kepada 
masyarakat yang membantu 
terlaksananya program ini. Namun, 
hal itu juga tergantung pada 
masyarakat apakah mereka mau 
dipindah apa tidak," katanya.  
 
 Konsep ganti untung tersebut, 
imbuh Djan Faridz, dilakukan oleh 
Kemenpera dengan cara 
yang asing 
(inventarisasi dan 




banyaknya KK yang 
akan di relokasi. 
 
 Prinsip kehematan 
Media, dalam pesan 






 Prinsip kejelasan 
media, dalam pesan 
ini bahasa yang 
digunakan sudah 
menggunakan kata – 





media, dalam pesan 
ini banyak kata atau 
frase yang 
sebenarnya dapat 
dihilangkan  namun 
artinya tetap sama. 
Misalnya “layak 
untuk di huni”, bila 
dihilangkan kata 
“untuk di” jadi layak 
huni. 
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membangun terlebih dulu rumah 
layak huni bagi masyarakat yang 
ingin pindah dari bantaran kali. 
Adapun lokasi hunian sementara 
bagi masyarakat tersebut 
diupayakan berdekatan atau tidak 
jauh dari tempat mereka bekerja 
atau sekolah dimana anak-anaknya 
menuntut ilmu.  
 
 "Kami telah memiliki gambaran 
mengenai lokasi-lokasi hunian bagi 
masyarakat yang di relokasi. Kami 
mengupayakan agar hunian 
tersebut tidak terlalu jauh dari 












Rencana revolusi permukiman di 
kawasan Balubur kota Bandung 
melalui konsep balance urban 
development diharapkan dapat 
menjadi contoh penataan kawasan 
permukiman di perkotaan tidak 
hanya di Indonesia tapi juga di 
dunia 
 
Hal ini disampaikan Menpera 
Suharso Monoarfa pada disela-sela 
kegiatan Safari Ramadhan 1432 H 
dan buka bersama dengan warga 
masyarakat disekitar kawasan 
Balubur di RW.11 Kelurahan 
Tamansari, Kecamatan Bandung 
Wetan Kota Bandung, Selasa sore 
(9/8). Acara buka bersama ini juga 
dihadiri oleh Walikota Bandung 





media, dalam pesan 












 Prinsip kespesifikan 
media, dalam pesan 
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Balance Urban Developmen 
merupakan konsep pembangunan 
perkotaan dimana diharapkan ada 
upaya yang maksimal dalam 
menciptakan kesempatan yang 
sama bagi masyarakat khususnya 
berpenghasilan rendah untuk 
berkontribusi  dalam pembangunan 
kehidupan permukiman perkotaan 
yang berkelanjutan terutama dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan hunian layak di kawasan 
perkotaan. 
Menpera mengajak masyarakat 
kawasan Balubur untuk bersama 
mendukung rencana revolusi 
pemukiman di kawasan tersebut. Di 
kawasan Balubur ini rencananya 
akan di jadikan kawasan hunian 
vertikal  dengan konsep 1 plus 2 
yang berarti satu kepala keluarga 
akan mempunyai satu unit rumah 
susun dan bisa berinvestasi 
sekaligus di dua rusun lainnya 
dengan cara disewakan, dengan  ini 
diharapkan bisa meningkatkan taraf 
ekonomi masyarakat.  
 
Dalam kesempatan yang sama 
Menpera juga menyerahkan 
bantuan peralatan sholat bagi warga 
di 3 RW di Kawasan Balubur 
 
hijriyah pada kalimat 
Safari Ramadhan 
1432 H.  
 
 Prinsip kehematan 
media, dalam pesan 




 Prinsip kejelasan 
media, pesan 
komunikasi massa ini 
belum seutuhnya 
menerapkan prinsip 
ini karena masih 
terdapat kata yang 
tidak langsung 
misalnya hunian 
vertikal bisa diubah 
menjadi rumah susun 






media, dalam pesan 
ini masih terlihat kata 
– kata yang mubazir 
seperti “.......konsep 1 
plus 2 yang berarti 
satu kepala keluarga 
akan mempunyai satu 
unit rumah susun dan 
bisa berinvestasi 
sekaligus di dua 
rusun lainnya dengan 
cara disewakan, 
dengan  ini 
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-kata “yang”  dalam 
kalimat “konsep 1 plus 
2 yang berarti.............” 
bisa dihilangkan  






“dengan”. “dengan cara 
disewakan, dengan  ini 
diharapkan”. Kata 
tersebut bisa 
dihilangkan  namun 
artinya sama. 
 
Sumber: Pemikiran Penulis 
 Seperti yang dijabarkan diatas, Kemenpera sudah menerapkan 
prinsip dasar kemediamassaan namun belum seutuhnya, hal ini terlihat 
dari masih banyaknya penggunaan kata–kata asing yang tidak mudah 
dimengerti oleh orang awam, selain itu Kemenpera juga masih 
menggunakan penghalusan bentuk kebahasaan yang justru dipandang 
sebagai pemborosan dalam bahasa jurnalistik serta masih terdapatnya 
bentuk–bentuk kebahasaan mubazir yang sebenarnya dapat 
dihilangkan namun arti atau maknanya sama, selebihnya Kemenpera 
telah menerapkan prinsip dasar kemediamasaan dalam penyampaian 
pesan/informasi program PLP2K-BK, dan Kemenpera telah 
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menggunakan bahasa sesuai bahasa jurnalistik dalam penyampaian 
pesan komunikasi massa terutama melalui media online. 
4.2.2.3.2.2 Bahasa Dalam Komunikasi Media Cetak  
 Bahasa yang digunakan dalam penulisan advertorial berbeda 
dengan penulisan berita atau informasi di media cetak pada umumnya 
yang lebih menggunakan bahasa yang mudah di mengerti pembaca, 
dalam advertorial bahasa yang digunakan lebih formal dan bersifat 
serius. Kushartanti dan Yuwono (2005:50) menjelaskan “ragam bahasa 
formal ditandai oleh bentuk kata dan kalimat yang lengkap serta 
akurat”. Selain itu untuk lebih memperkuat dan mendukung tulisan 
dalam advertorial, penulis bisa menggunakan teknik testimonial, yaitu 
menggunakan orang yang pernah menggunakan produk yang 
bersangkutan (lebih baik disampaikan oleh orang yang patut dipercaya) 
dengan disertai data dan fakta pendukung. 
 Advertorial program PLP2K-BK Kemenpera telah mengikuti 
cara penulisan advertorial pada umumnya, bahasa yang digunakan 
Kemenpera dalam mensosialisasikan konsep program PLP2K-BK 
melalui advertorial bersifat serius dan menggunkan bahasa formal 
karena target sasaran yang dituju dalam advertorial tersebut bukan 
hanya masyarakat namun juga stakeholder (Pemerintah Daerah), 
sehingga dibutuhkan teknik atau pemilihan bahasa formal dan serius, 
sehingga akan menimbulkan kepercayaan (believability) pada khalayak 
pembaca adventorial tersebut.  
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 Kemenpera dalam membuat advertorialnya juga menyertakan 
testimonial dari pihak Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sebagai 
pemilik program tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kepala 
Bagian Humas dan Protokol Kemenpera Andri Yusandra, ST, MUM 
berikut hasil wawancaranya: 
“Advertorial, dibuat sesingkat mungkin, dengan teknik 
testimonial namun menggunakan bahasa formal” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Humas dan Protokol Andri 
Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April di Kantor Kemenpera). 
Jadi bisa dikatakan dalam membuat advertorial Kemenpera 
telah sejalan dengan tata cara penulisan advertorial yang dijelaskan 
oleh Madjadikara (2004:43), dengan membuat isi pesan dan gaya 
bahasa yang serius, hal tersebut terlihat dari pemilihan bahasa formal 
dalam penulisan advertorialnya, yang bertujuan untuk  meningkatkan 
kepercayaan (believability) pembaca terhadap advertorial tersebut. 
4.2.2.3.2.3 Bahasa Dalam Komunikasi Radio  
  Kemenpera memilih program talk show untuk menyampaikan 
pesan komunikasi massa kepada masyarakat dan stakeholder 
(Pemerintah Daerah), talk show merupakan sebuah program radio yang 
disiarkan secara langsung atau interaktif.  
 Talk show Kemenpera yang membahas konsep program 
PLP2K-BK menggunakan bahasa/dialog formal, Wiyanto,dkk 
(2005:49) menjelaskan “dialog formal adalah dialog yang dilakukan 
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dalam situasi resmi yang telah ditentukan waktu, tempat dan topik 
pembicaraannya. Misalnya dialog yang disiarkan langsung melalui 
…….. atau radio”.  
Talk show konsep program PLP2K-BK ini sebelumnya telah 
direncanakan dalam waktu tertentu yaitu pada tanggal 7 November 
2011, bertempat di Radio Elshinta Jakarta dengan topik konsep 
program PLP2K-BK yang berjalan dalam situasi resmi sehingga 
bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, adapun format talk show 
tersebut berupa dialog interaktif antara narasumber (Deputi Bidang 
Pengembangan Kawasan) dengan pendengar yang bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada pendengar mengenai konsep program 
PLP2K-BK yang tengah dicanangkan Kemenpera dalam rangka 
menangani kawasan kumuh di kota-kota besar. Hal ini sejalan dengan 
penjelasan Kepala Bidang Humas dan Protokol Kemenpera Andri 
Yusandra, ST, MUM, berikut hasil wawancaranya: 
“Talk show interaktif  mengenai program PLP2K-BK di Radio 
Elshinta Jakarta dilaksanakan pada tanggal 7 November 2011 
dengan narasumber Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, 
pada saat itu kami cenderung menggunakan bahasa formal” 
(Hasil wawancara dengan Kepala Humas dan Protokol Andri 
Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 di Kantor 
Kemenpera). 
 
Penggunaan bahasa formal tersebut disesuaikan dengan media 
massa yang digunakan yaitu Radio Elshinta. Radio Elshinta merupakan 
radio penyiar berita dan informasi selama 24 jam nonstop dengan 
target pasar Radio Elshinta yaitu kelas A dan B, serta kualitas 
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pendengar Radio Elshinta yang meliputi orang-orang terdidik yang 
senang berita, berdiskusi, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Kemenpera Andri Yusandra, ST, berikut hasil wawancaranya: 
 “Bahasa yang digunakan dalam acara talk show di radio 
bersifat formal dan interaktif karena disesuaikan dengan target 
pasar Radio Elshinta yaitu kelas A dan B, serta kualitas 
pendengar Elshinta, orang-orang terdidik yang suka berita dan 
berdiskusi, selalu ingin tahu” (Hasil wawancara dengan Kepala 
Humas dan Protokol Andri Yusandra, ST, MUM tanggal 2 
April 2012 di Kantor Kemenpera) 
 Jadi dalam sosialisasi konsep program PLP2K-BK melalui 
media radio Kemenpera telah menerapkan pendapat Masduki 
(2006:30), dengan menentukan bahasa sesuai target pasar media 
tersebut, walaupun Kemenpera tidak menerapkan bahasa tutur secara 
keseluruhan karena bahasa yang digunakan Kemenpera dalam talk 
show di Radio Elshinta lebih disesuaikan dengan segmentasi pasar dari 
media yang digunakan, hal ini bertujuan untuk mencapai komunikasi 
efektif dalam menginformasikan program PLP2K-BK, jika 
dihubungkan dengan target program PLP2K-BK yaitu masyarakat 
khususnya warga RW 11 yang masuk kedalam segmentasi kelas C-D 
atau menengah ke bawah maka bahasa yang digunakan dalam talk 
show tersebut bisa dikatakan kurang efektif karena akan terdapat kata-
kata yang sulit dipahami oleh warga. 
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4. 2.3 Strategi Pemilihan Media 
4.2.3.1 Media Komunikasi Kelompok (Tatap Muka) 
 Komunikasi yang dilakukan Kemenpera dengan warga RW 11 
merupakan komunikasi kelompok kecil atau rembuk warga. Rembuk 
warga ini diselenggarakan untuk menyampaikan pesan komunikasi 
mengenai konsep program PLP2K-BK yang akan dilaksanakan di 
Kelurahan Tamansari khususnya RW 11 selain itu rembuk warga juga 
bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga tentang konsep program 
tersebut yang kemudian akan dijadikan panduan dalam pembuatan 
RTK/CAP. 
 Setiap komunikasi memerlukan media atau sarana komunikasi 
untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. 
Media merupakan alat yang dipergunakan komunikator dan 
komunikan saat proses komunikasi berlangsung, pemahaman yang 
sama juga diungkapkan oleh Dewi (2009:3)“..................media 
merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan 
dari pengirim kepada penerima”. 
 Media yang digunakan dalam setiap komunikasi berbeda 
karena tergantung dengan jenis komunikasi yang dilakukan dan 
khalayak yang diterpa, agar komunikasi efektif maka di butuhkan 
strategi pemilihan media berdasarkan karakteristik media itu sendiri. 
Seperti yang dijelaskan Effendy (2003:313) “Dalam menyusun strategi 
komunikasi sifat dari media yang akan digunakan harus benar – benar 
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mendapat perhatian, karena erat kaitannya dengan khalayak yang 
diterpa”. 
 Media dalam komunikasi kelompok biasanya bersifat 
sederhana hal ini dijelaskan oleh Hetty (2001:65) : 
media yang digunakan dalam komunikasi kelompok biasanya 
sederhana seperti fotokopi, foto-foto, komik, poster, majalah 
dinding, slides dan lain-lain...................... media kelompok 
sering lebih mampu bersikap kritis terhadap penguasa atau 
majikan karena tidak terikat struktur. 
Sedangkan untuk komunikan atau target sasaran yang memiliki 
tingkat pendidikan dan kemampuan mengolah informasi yang relatif 
rendah, maka digunakan media komunikasi sederhana, hal ini sesuai 
dengan pernyataan Murdiyarso dan Herawati (2005:146) “ Menyadari 
bahwa rata-rata tingkat pendidikan dan kemampuan mengolah 
informasi masyarakat diwilayah kegiatan relatif rendah, maka kata 
kuncinya adalah penggunaan media komunikasi/informasi sederhana 
dan tepat”. 
Lebih lanjut, Murdiyarso dan Herawati (2005:146) 
menjelaskan selama sosialisasi dan penyebaran informasi ada beberapa 
cara yang dapat dilakukan misalnya: 
 Pertemuan-pertemuan dan diskusi informal dari rumah ke 
rumah, pribadi ke pribadi dan hati ke hati dalam suasana 
santai, akrab dan kekeluargaan merupakan andalan utama 
disamping penyebaran informasi melalui media tertulis seperti 
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liflet, brosur, buku, majalah, komik dan lain-lain (dalam 
Murdiyarso dan Herawati, 2005 :146) 
Dalam sosialisasi program PLP2K-BK atau rembuk warga 
Kemenpera menggunakan media berupa brosur yang kemudian di 
bagikan kepada warga yang hadir dalam rembuk warga tersebut. Hal 
ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Analisis 
dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT, berikut adalah hasil wawancaranya: 
 “Untuk sosialisasi di Tamansari kami membagikan brosur 
kepada warga yang hadir dalam rembuk warga, dengan tujuan 
agar warga dapat lebih memahami konsep program PLP2K-
BK” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Analisis & 
Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT pada tanggal 3 April 2012 di 
Serang Banten) 
Seperti yang dijelaskan Effendy (2003:312) sebelumnya untuk 
menentukan media yang akan digunakan saat sosialisasi berlangsung 
dibutuhkan analisis terhadap sifat media yang digunakan karena akan 
menentukan keefektifan penggunaan media. Dalam rembuk warga 
media yang digunakan Kemenpera adalah brosur hal ini bertujuan agar 
warga lebih memahami konsep program PLP2K-BK. Brosur 
merupakan media komunikasi visual, media komunikasi visual adalah 
media komunikasi yang berisikan informasi berbentuk tulisan maupun 
gambar. Barata (2003:110) menjelaskan media komunikasi visual 
sebagai berikut : 
Media komunikasi visual adalah suatu alat bantu komunikasi 
yang memancarkan tulisan dan atau gambar, sehingga 
memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran 
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penglihatan. Contohnya, antara lain berupa: surat, brosur, 
poster, spanduk, dan media cetak (surat kabar, majalah, 
tabloid). 
Brata (2003:113) menambahkan kekuatan media visual ada 
pada kemampuan sajian secara nyata yang dapat dinikmati oleh indra 
mata. Adapun keuntungan dari penggunaan media visual antara lain: 
a. Informasi yang diterima kelihatan nyata (dalam tulisan 
atau gambar) 
b. Biaya pembuatan relatif murah 
c. Pembuatannya dan penggunaannya relatif mudah 
Selain kelebihan yang dimiliki media komunikasi visual, 
terdapat kelemahan-kelemahan pada media ini diantaranya : 
a. Bila visualisasi (gambar) kurang jelas, diperlukan waktu 
untuk menafsirkannya 
b. Bila tayangan visual tidak menarik, mudah menimbulkan 
rasa bosan 
c. Kualitas gambar atau tayangan yang tidak baik, seperti 
kekurangan atau kelebihan cahaya dapat menimbulkan 
gangguan bagi mata. (Brata, 2003:13) 
Kemenpera dalam proses sosialisasinya (rembuk warga) tidak 
hanya menggunakan brosur melainkan menggunakan alat bantu 
(media) tambahan berupa pengeras suara (mic), hal ini digunakan 
untuk mengurangi gangguan yang ada saat proses rembuk warga 
Tugas Akhir - 2012





berlangsung seperti suara bising dari luar ruangan atau suara diskusi 
antara peserta rembuk warga sehingga suara komunikator (Kemenpera) 
tidak terdengar dengan jelas, penggunaan pengeras suara ini bertujuan 
agar semua peserta rembuk warga mendengar dengan jelas informasi 
yang disampaikan oleh komunikator.  
Strategi atau alasan utama Kemenpera menggunakan brosur 
saat rembuk warga berlangsung adalah untuk mendukung pemahaman 
warga terhadap konsep program PLP2K-BK yang disampaikan 
langsung oleh Kemenpera dan sebagai referensi bagi warga ketika 
mengajukan pertanyaan (aspirasi) mengenai konsep program PLP2K-
BK. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Kepala Bidang Analisis 
dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT, berikut adalah hasil wawancaranya: 
“Kami menggunakan brosur agar warga lebih mengerti konsep 
program PLP2K-BK dan sebagai referensi bagi warga ketika 
mengajukan pertanyaan terkait program PLP2K-BK” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Analisis & Pelaporan 
Ir.Irma Yanti, MT pada tanggal 3 April 2012 di Serang 
Banten) 
Jadi staregi pemilihan media yang digunakan oleh Kemenpera 
saat sosialisasi berlangsung lebih di tujukan kepada fungsi dari media 
itu sendiri yaitu sebagai sumber informasi tambahan (brosur) dan 
sebagai pengeras suara agar pesan yang disampaikan komunikator 
dapat terdengar dengan jelas oleh komunikan. Sedangkan menurut 
pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar Badan Pengurus 
Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si, strategi pemilihan media 
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dalam komunikasi langsung seharusnya lebih mempertimbangkan 
frame of reference (kerangka rujukan) dan field of experience (bidang 
pengalaman), berikut hasil wawancaranya: 
“Strategi pemilihan media dalam komunikasi langsung 
seharusnya lebih mempertimbangkan frame of reference 
(kerangka rujukan) dan field of experience (bidang 
pengalaman). Komunikan dalam komunikasi 
langsung................ yang harus disamakan dengan pesan yang 
ingin disampaikan” (Hasil wawancara dengan pemerhati Ilmu 
Komunikasi sekaligus Tim Pakar Badan Pengurus Pusat 
Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si pada Tanggal 13 Juni 
2012) 
Lebih lanjut Anggota Badan Perhumas Daerah Syailendra 
Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa dalam 
pemilihan media komunikasi langsung dibutuhkan analisis komunikan 
terlebih dahulu, berikut hasil wawancaranya: 
“Kita harus tau siapa komunikannya dan komunikatornya 
harus mengerti komunikan, baru kita tentukan media yang 
akan digunakan” (Hasil wawancara dengan Anggota Badan 
Perhumas Daerah Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos, 
M.Si pada tanggal 21 Juni 2012) 
Dalam hal ini Kemenpera tidak sejalan dengan pendapat Dr. 
Elvinaro Ardianto, M.Si  dan Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, 
S.Sos, M.Si karena Kemenpera dalam memilih media lebih 
mengutamakan fungsi dari media tersebut tanpa melakukan analisis 
komunikan dan mempertimbangkan kerangka rujukan serta kerangka 
pengalaman warga yang seharusnya disamakan dengan pesan yang 
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ingin disampaikan, sehingga menimbulkan ketidak efektifan 
penggunaan media (brosur) tersebut dikarenakan terlalu teknisnya 
pembahasan atau informasi yang tersaji didalamnya, hal ini sejalan 
dengan pendapat Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan 
Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota 
Bandung Dodit Ardian P., ST, M.Sc, berikut adalah hasil 
wawancaranya: 
“Penggunaan brosur tidak efektif karena pembahasan 
didalamnya terlalu teknis dan tidak sesuai dengan masyarakat” 
(Hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Perencanaan 
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Bandung Dodit Ardian P., ST, M.Sc 
pada tanggal 5 Juni 2012 di Kantor Bappeda Kota Bandung). 
4.2.3.2 Media Komunikasi Massa  
 Seperti yang dijelaskan sebelumnya media merupakan alat atau 
sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari pengirim 
kepada penerima. Dalam komunikasi massa media yang digunakan 
bisa berupa surat kabar, majalah, televisi, radio dan sebaginya, hal ini 
sejalan dengan penjelasan West dan Turner (2008:41) “media massa 
adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan massa. 
Media massa dapat berupa surat kabar, video, CD-ROM, komputer, 
TV, radio dan sebagainya”. 
 Komunikasi melalui media massa memiliki target lebih besar 
dibanding komunikasi kelompok, oleh karena itu komunikasi massa 
tidak hanya ditujukan kepada sebuah kelompok spesifik melainkan 
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kepada khalayak umum. Kemenpera dalam mensosialisasikan program 
PLP2K-BK melalui media massa tidak hanya ditujukan untuk warga 
RW 11 Kelurahan Tamansari melainkan untuk seluruh masyarakat atau 
khalayak media tersebut. 
 Tujuan umum Kemenpera menggunakan media massa dalam 
sosialisasi program PLP2K-BK adalah untuk memberitahukan kepada 
masyarakat Indonesia mengenai kinerja Kemenpera dalam 
pemberantasan lingkungan kumuh melalui program PLP2K-BK 
sedangkan tujuan khususnya untuk memberitahukan kelanjutan 
program tersebut kepada warga yang terkena program PLP2K-BK 
seperti warga RW11 Kelurahan Tamansari. Hal ini sejalan dengan 
penjelasan Kepala Bagian Humas dan Protokol Andri Yusandra, ST, 
MUM, berikut hasil wawancaranya: 
 “Tujuan umum penggunaan media massa ini sebenarnya untuk 
memberitahukan kepada masyarakat Indonesia mengenai 
kinerja Kemenpera dalam pemberantasan lingkungan kumuh 
melalui program PLP2K-BK. Tujuan khususnya untuk 
memberi informasi tambahan kepada masyarakat yang terkena 
program tersebut yang tidak tersampaikan dalam rembuk 
warga. (Hasil wawancara dengan Kepala Humas dan Protokol 
Andri Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 di Kantor 
Kemenpera) 
 Banyak media yang bisa digunakan komunikator dalam 
komunikasi massa dengan komunikannya, namun dalam sosialisasi 
program PLP2K-BK, Kemenpera menggunakan tiga media massa 
yaitu media cetak (surat kabar harian), media elektronik (radio) dan 
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website resmi Kemenpera (www.kemenpera.go.id). Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Kepala Bagian Humas dan Protokol, berikut hasil 
wawancaranya: 
 “...........................dalam menginformasikan konsep program 
PLP2K-BK kami menggunakan media cetak, media elektronik 
(radio) dan online”. (Hasil wawancara dengan Kepala Humas 
dan Protokol Andri Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 
di Kantor Kemenpera) 
Konteks komunikasi massa unik karena komunikasi massa 
memberikan peluang bagi komunikator dan komunikan untuk saling 
melakukan kontrol, maksudnya dalam komunikasi massa komunikator 
bebas menentukan media apa saja yang akan digunakan untuk 
menyampaikan pesan (informasi) dan komunikan juga bebas 
menentukan media apa yang akan digunakan untuk mendapatkan 
informasi. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pemilihan media sebelum 
komunikator menetapkan media mana yang akan digunakan untuk 
berkomunikasi sehingga komunikasi massa dapat berjalan secara 
efektif. 
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Effendy (2003:313) 
menjelaskan “dalam menyusun strategi komunikasi sifat dari media 
yang akan digunakan harus benar-benar mendapat perhatian, karena 
erat kaitannya dengan khalayak yang diterpa”. Kemenpera 
menggunakan media massa cetak (surat kabar), media massa 
elektronik (radio) dan media massa online/internet (new media) oleh 
karena itu sebelum Kemenpera menetapkan menggunakan keduanya 
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Kemenpera harus mengetahui sifat dari kedua media tersebut, berikut 
adalah penjabarannya : 
1. Surat Kabar ( media cetak) 
a. Oetama (2001:125) menyebutkan: 
Kelebihan-kelebihan media cetak koran yang 
seringkali disebut ialah kemampuannya untuk 
memberikan informasi secara lebih jelas,logis,lengkap, 
mencakup. Kemampuannya untuk berbicara kepada 
rasio daripada sekedar kepada emosi. Kemampuannya 
untuk mengintegrasikan kehidupan masyarakat dan 
persoalan masyarakat melalui penyajian berita dan 
opini sekaligus. 
 
b. Kunto (2008: 43), menyebutkan: 
 
Media cetak, media ini menyajikan berita jurnalistik 
dengan menggunakan tulisan, foto, maupun gambar 
yang ditampilkan, semua berupa hasil cetak karena 
berupa cetak, frekuensi terbitnya memakan waktu 
lama, dibandingkan dengan medium elektronik yang 
berkembang kemudian. 
 
Berita yang dihasilkan adalah berita yang bersifat 
langsung, keras, langsung pada pokok persoalan. 
Kecepatan dalam menyajikan berita menjadi tolak 
ukur keberhasilan media ............. beberapa dekade 
terakhir, ditengah persaingan media, koran tidak hanya 
menjadi “agen” kecepatan informasi, namun kedalam 
informasi. Berita yang dipublikasikan tidak sekedar 
berita langsung, tetapi sudah merambah pada 
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c. Hakim (2006:28) 
Media cetak mempunyai kemampuan berkomunikasi 
jauh lebih lama daripada pembacanya. Disamping itu, 
media cetak mempunyai kelebihan untuk mengulang 
atau membalik sesuatu yang terlewati oleh 
pembacanya kapanpun mereka perlukan. 
 
d. Rahardi (2006:9) 
Media massa cetak diterbitkan secara periodik (koran - 
harian), dengan nama penerbit yang sama, diberi 
nomor serta tanggal terbit dan memuat isi yang berupa 
faktual. 
2. Media Online atau Internet (new media) 
a. Hadi (2005:23) 
Teknologi komunikasi baru ini (internet) menjadi 
begitu penting karena kemampuannya menyediakan 
perubahan informasi secara radikal dan universal. 
 
Teknologi internet mampu menciptakan realitas virtual 
atau pengalaman ruang yang dihasilkan oleh teknologi 
komputer, virtualitas yang ditampilkan internet agak 
berbeda dengan televisi, telpon atau film maka kontrol 
atau kendali komunikasi terletak pada diri pemakai, 
bukan pada pencipta atau medium komunikasi. Sifat 
yang senantiasa online mempunyai konsekuensi sifat 
yang interaktif................................. internet merupakan 
media yang menyediakan segala bentuk informasi. 
 
b. Magdalena (2009:76) 
Internet memiliki kelebihan daya jangkau yang lebih 
luas tanpa mengenal batas negara................. bersifat 
aktual dan up to date, tidak tunggu jam tayang atau 
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3. Media Massa Radio 
 
a. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI (2007) 
Kelebihan media radio : memiliki variasi program 
cukup banyak, sifatnya mobile (mudah dipindah – 
pindah tempat dan gelombangnya)…………….. 
jangkauannya sangat luas sehingga dapat didengar 
oleh massa yang banyak dan harga relative murah. 
 
Kelemahan Radio: sifat komunikasinya hanya satu 
arah, jika siarannya monoton akan lebih cepat 
membosankan untuk didengarkan, program siarannya 
selintas sehingga tidak bisa diulang – ulang dan 
disesuaikan. 
 
b. Soedarsono (2007:20) 
“……………..media radio memiliki kekhasan 
dibanding media lain, ditinjau dari harga pesawat radio 
dan biaya penggunaannya relatif lebih murah sehingga 
memungkinkan dinikmati oleh berbagai kalangan 
maupun strata sosial……… siaran informasi maupun 
hiburan yang diterima pendengar dapat diperoleh 
dengan mudah dan cepat tanpa harus terikat oleh ruang 
dan waktu, hal tersebut menggambarkan radio 
merupakan media yang efisien dalam menyampaikan 
pesan komunikasi sehingga media radio efektif dalam 
upaya membentuk sikap dan prilaku khalayak 
pendengar” 
c. Arifin B.H (2010:8) 
Kharakteristik radio siaran : 
a. Auditori : untuk didengar 
b. Radio is the now: ditinjau dari nilai aktualitas 
berita,mestinya radio siaran dibandingkan dengan 
media lainnya adalah yang paling aktual 
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c. Imajinatif: karena hanya indra pendengaran yang 
digunakan oleh khalayak, dan pesannya pun 
selintas, maka radio siaran dapat mengajak 
komunikannya untuk berimajinasi 
d. Akrab atau intim 
e. Gaya percakapan: “Keep it simple, short and 
conversational”. 
 
d. Yulia (2010:66) 
Karakteristik radio siaran 
Kelebihan:  
a. Kecepatan (di Indonesia, unsur kecepatan radio 
siaran dalam sisi penyampaiannya masih jauh 
lebih cepat ketimbang koran, majalah dan televisi) 
b. Imajinatif : merangsang imajinasi pendengar 
c. Murah : murah bagi pendengar (tidak dituntut 
membayar iuran saat mendengarkan radio) dan 
murah dalam hal peringkat dan biaya produksi 
d. Alternatif beragam, pendengar memiliki peluang 
untuk memilih radio mana yang disukai. 
e. Mobilitas tenaga: mendengar radio siaran tidak 
akan mengganggu aktivitas pendengar 
f. Personal : komunikasi bersifat personal 
Kelemahan radio siaran: 
a. Selintas, karena auditif maka apa yang 
disampaikan lewat radio siaran bersifat selintas 
(apa yang sudah disampaikan seketika itu akan 
hilang diudara) 
b. Anti detail, radio siaran hanya menyampaikan hal 
-hal yang bersifat global. 
 
Lebih lanjut pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar 
Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si, 
berpendapat bahwa strategi pemilihan media seharusnya 
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mempertimbangkan frame of reference dan  field of experience. 
Berikut hasil wawancaranya: 
“Strategi pemilihan media dalam komunikasi massa 
seharusnya lebih mempertimbangkan frame of reference 
(kerangka rujukan) dan field of experience (bidang 
pengalaman) komunikan dalam ..............komunikasi massa 
harus disamakan dengan pesan yang ingin disampaikan” (Hasil 
wawancara dengan pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim 
Pakar Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, 
M.Si pada Tanggal 13 Juni 2012) 
 Strategi Kemenpera dalam menentukan media yang digunakan 
saat sosialisasi program PLP2K-BK hanya sebatas pembagian 
anggaran yang didapatkan dengan membagi rata anggaran tersebut 
untuk sosialisasi di media cetak dan elektronik sedangkan strategi 
pemilihan media web lebih kepada penjalanan tupoksi (tugas pokok 
dan fungsi) humas dalam publikasi dan media sebagai pemberbaruan 
informasi tentang Kemenpera. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemenpera Andri Yusandra, ST, 
MUM : 
 “Untuk strategi pemilihan media yang digunakan oleh humas 
(media cetak dan elektronik), biasanya kami sesuaikan dengan 
anggaran tahun tersebut yang kemudian kami bagi rata antara 
media cetak dan media elektronik, untuk media web strategi 
yang digunakan lebih kepada penjalanan tupoksi humas” 
(Hasil wawancara dengan Kepala Humas dan Protokol Andri 
Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 di Kantor 
Kemenpera) 
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 Jadi dalam hal strategi pemilihan media massa Kemenpera 
belum sepenuhnya sejalan dengan teori yang dikemukakan Effendy 
(2003:313) dengan menyusun strategi komunikasi berdasarkan sifat 
dari media yang digunakan dan pendapat pemerhati bidang sekaligus 
Tim Pakar Badan Pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, 
M.Si dengan menyusun strategi pemilihan media berdasarkan frame of 
reference dan field of experience komunikan. Kemenpera memiliki 
pedoman sendiri dalam penentuan media yang digunakan dengan 
berpedoman pada anggaran yang didapat pada tahun tersebut. 
  Sebelumnya disebutkan bahwa pemilihan media yang tepat 
akan berdampak pada keefektifan komunikasi, komunikasi massa yang 
dilakukan Kemenpera dengan menggunakan surat kabar, radio dan 
web/online ternyata kurang efektif bagi target sasaran yaitu warga RW 
11 Kelurahan Tamansari karena warga cenderung memanfaatkan 
opinion leader (Ketua RW dan Lurah) untuk mendapat informasi 
mengenai program PLP2K-BK, berikut pernyataan dari Koordinator 
PKK RW 11 Kelurahan Tamansari: 
“Kalau koran mah tidak pernah paling kami mendapatkan 
informasi tersebut dari pak RW yang langsung 
menanyakannya ke pak Lurah” (Hasil wawancara dengan 
Koordinator PKK RW 11 Heni pada tanggal 13 April 2012 di 
Kediaman Ketua RW) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan Ketua RW 11 Kelurahan 
Tamansari Sambas Sadikin, beliau mengungkapkan untuk 
mendapatkan informasi mengenai program PLP2K-BK, beliau 
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menanyakan langsung kepada Lurah Tamansari, berikut hasil 
wawancaranya: 
“Saya mengikuti alur saja jadi saya mendapatkan informasi 
tersebut dari pak lurah dengan mendatangi kantornya dan 
bertanya langsung kepada beliau mengenai perkembangan 
rusun dan menyampaikan aspirasi warga yang selalu 
menanyakan perkembangan rusun” (Hasil wawancara dengan 
Ketua RW 11 Kelurahan Tamansari Sambas Sadikin pada 
tanggal 13 April 2012 di Kediaman Ketua RW). 
 
AA. Rohman dan Maryati warga RW 11 mengungkapkan 
bahwa untuk informasi mengenai rusun mereka lebih menanyakan 
langsung kepada kepala RW 11, berikut hasil wawancaranya: 
 
“Soal rusun mah biasanya saya nanya ke pak RW saja, kalau 
koran jarang baca apalagi internet” (Hasil wawancara dengan 
warga RW 11 Kelurahan Tamansari AA. Rohman pada 
tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman Warga). 
 
Hal yang sama juga diungkapkan Maryati warga RW 11, 
berikut hasil wawancaranya: 
 
“Kalau ibu mending nanya langsung ke pak RW lebih jelas 
dibanding baca koran belum tentu ada juga beritanya” (Hasil 
wawancara dengan warga RW 11 Kelurahan Tamansari 
Maryati pada tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman Warga). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa 
penggunaan media massa dalam sosialisasi program PLP2K-BK oleh 
Kemenpera kurang efektif, karena warga lebih memilih opinion leader 
untuk mendapatkan infromasi terkait program PLP2K-BK. Berikut 
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adalah analisis keefektifan penggunaan media komunikasi (kelompok 
dan massa) oleh Kemenpera : 
 
Tabel 4.14Analissis Efektifitas Penggunaan Media Berdasarkan Teori 
Kennedy E Jhon & Soemanagara (2006:49 dalam Syafril, 2011:36) 
 
 Media Massa Media Kelompok 
Jangkauan  Sangat luas (khalayak 
terpapar pada pesan) 
 Khalayak yang 
dituju dalam 
sosialisasi melalui 
media massa bukan 
hanya masyarakat 
RW 11 namun 
masyarakat 
Indonesia 
Hanya pada kelompok 
yang dituju 




warga RW 11 yang 
terkena program 
PLP2K-BK 
Interaktif  Tidak terjadi 
komunikasi yang baik 
dan interaktif antara 
komunikator dan 
komunikan 
 Tidak ada feedback 
Dapat berinteraksi, 
tetapi hanya pada 
persona yang memiliki 
minat tinggi 
 Kemenpera bisa 
langsung 
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Biaya  Sangat tinggi karena 
terjadinya penyewaan 
ruang di media massa, 
tetapi jika diakumulasi 
biaya bisa menjadi 
rendah 
 Kemenpera 




Lebih murah, tetapi jika 
diakumulasi biaya yang 
dibutuhkan cukup besar 
 
 
 Biaya yang 
dikeluarkan relatif 








Ketepatan  Tergantung ketepatan 
waktu, dimana 
Tepat, kelompok yang 
dituju adalah kelompok 
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segmentasi yang dituju 
menyaksikan acara 
televisi, membaca 
majalah atau surat 
kabar 
 Kurang tepat karena 










 Warga yang 
mendapat sosialisasi 
adalah warga RW11 
yang terkena 
program PLP2K-BK 
Sumber: pemikiran penulis 
 
 Berdasarkan analisis diatas, penggunaan media komunikasi 
kelompok dirasa lebih efektif dibanding media komunikasi massa bila 
target khalayak utamanya adalah warga RW 11 namun penggunaan 
media komunikasi massa harus terus dilakukan oleh Kemenpera untuk 
memberi informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai 
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4.2.4 Feedback Masyarakat 
4.2.4.1 Feedback Masyarakat Dalam Komunikasi Kelompok 
 Pada dasarnya tujuan utama dari proses komunikasi yang 
dilakukan oleh setiap individu, kelompok atau institusi adalah untuk 
membuat perubahan pada diri komunikan karena pesan yang 
disampaikan, perubahan tersebut disebut efek komunikasi.  
 Wiryanto (2006:39), menjelaskan “Efek komunikasi 
merupakan setiap perubahan yang terjadi didalam diri penerima, 
karena menerima pesan-pesan dari suatu sumber”. Perubahan yang 
dimaksud meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan 
perubahan perilaku nyata. Komunikasi dikatakan efektif apabila 
menghasilkan efek–efek atau perubahan-perubahan yang diharapkan 
oleh komunikator, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku 
atau ketiganya. Perubahan tersebut dapat diketahui dari umpan balik 
yang diberikan komunikator kepada komunikan saat proses 
komunikasi berlangsung. 
 Kemenpera menggunakan komunikasi kelompok kecil atau 
rembuk warga dalam melakukan sosialisasi konsep Program PLP2K-
BK kepada warga RW 11, dengan menggunakan komunikasi 
kelompok kecil Kemenpera mengharapkan terjadinya feedback atau 
umpan balik yang segera sehingga Kemenpera dapat melihat efek 
komunikasi yang dihasilkan dari penyampaian pesan komunikasi 
(konsep program PLP2K-BK). Hal ini sejalan dengan yang 
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dikemukakan Shoelhi (2009:51) “keuntungan komunikator dalam 
kelompok kecil ialah terdapatnya umpan balik langsung seketika dari 
komunikan”. 
 Feedback atau umpan balik yang diberikan warga saat rembuk 
warga berlangsung berupa aspirasi warga baik itu pertanyaan maupun 
masukan bagi Kemenpera mengenai konsep program PLP2K-BK yang 
akan dicanangkan di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Kemenpera Ir. 
Irma Yanti, MT berikut hasil wawancaranya: 
 “Feedback masyarakat itu terlihat dari aspirasi mereka 
terhadap konsep program PLP2K-BK” (Hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, 
MT pada tanggal 3 April 2012 di Serang Banten) 
 Pemahaman yang sama juga diungkapkan oleh Kepala P2P 
Kemenpera Heri Gunawan, ST: 
 “Feedback masyarakat terlihat saat sesi tanya jawab 
berlangsung mereka cenderung mengungkapkan aspirasi 
berupa pertanyaan dan masukan kepada Kemenpera” (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang P2P Kemenpera Heri 
Gunawan, ST pada tanggal 5 April 2012 di Kantor P2P 
Kemenpera). 
 Seperti yang dijelaskan sebelumnya komunikasi dikatakan 
efektif apabila menghasilkan efek-efek atau perubahan-perubahan yang 
diharapkan oleh komunikator, seperti perubahan pengetahuan, sikap, 
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dan perilaku atau ketiganya. Kussusanti (2009:12) menjelaskan dalam 
komunikasi terdapat tiga efek, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 
a. Efek kognitif, yaitu orang dari tidak tahu menjadi tahu. 
b. Efek afektif, yaitu sikap. Pendapat atau ide yang kita 
sampaikan akan mendapat umpan balik berupa sikap setuju 
atau tidak setuju dari penerima pesan. 
c. Efek konatif (behavioral), yaitu umpan balik berupa tingkah 
laku. 
 
Tujuan diadakannya sosialisasi (rembuk warga) konsep 
program PLP2K-BK oleh Kemenpera kepada warga RW 11 Kelurahan 
Tamansasri adalah penampungan aspirasi warga mengenai program 
PLP2K-BK yang kemudian dijadikan landasan dalam pembuatan 
RTK/CAP, hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Analisis 
dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT, berikut adalah hasil wawancaranya: 
 “Kemenpera melakukan rembuk warga dengan tujuan untuk 
mendapatkan aspirasi warga yang kemudian akan digunakan 
untuk penyusunan Rencana Tindak Komunitas atau 
Community Action Plan (RTK/CAP)” (Hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan Kemenpera Ir. 
Irma Yanti, MT tanggal 3 April 2012 di Serang Banten). 
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang P2P 
Kemenpera Heri Gunawan, ST, menjelaskan bahwa rembuk warga 
yang telah dilaksanakan oleh Kemenpera di kawasan RW 11 
Kelurahan Tamansari bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga 
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mengenai program yang dicanangkan, adapun hasil wawancara adalah 
sebagai berikut: 
 “Kemenpera melakukan sosialisasi atau rembuk warga 
bertujuan untuk mendengarkan aspirasi warga” (wawancara 
dengan Kepala Bidang P2P Heri Gunawan, ST tanggal 5 April 
2012 di Kantor P2P Kemenpera). 
 
Tujuan lain diadakannya rembuk warga adalah untuk 
menambah pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungannya 
sendiri, persoalan yang muncul di lingkungannya serta cara mengatasi 
persoalan tersebut. Tujuan ini tertulis dalam buku Panduan 
Penyusunan Rencana Tindak Komunitas/Community Action Plan 
Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2012 hal 6 
“Penekanan muatan pada tahapan ini (pengumpulan aspirasi 
masyarakat) yaitu masyarakat harus mulai mengerti kondisi 
lingkungannya sendiri, persoalan apa yang dihadapi, dan 
memperkirakan hal-hal yang mungkin dapat mengatasi permasalahan”. 
Jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai Kemenpera saat 
sosialisasi/rembuk warga maka efek komunikasi yang diinginkan oleh 
Kemenpera adalah efek kognitif dan afektif. Efek kognitif yang ingin 
didapatkan saat rembuk warga dapat terlihat dari tujuan penambahan 
pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungannya sendiri, persoalan 
yang muncul di lingkungannya serta cara mengatasi persoalan tersebut. 
Sedangkan efek afektif yang diinginkan Kemenpera terlihat  dari 
tujuan rembuk warga sendiri yaitu mendengarkan aspirasi warga. 
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Rembuk warga antara Kemenpera dan warga RW 11 tidak 
dihadiri oleh semua warga RW 11 yang terkena program PLP2K-BK 
melainkan hanya sebagian kecil atau perwakilan warga yang terdiri 
dari ketua RW, pengurus PKK dan tokoh masyrakat beserta TPM 
(tenaga penggerak masyarakat) yang nantinya akan menjadi opinion 
leader atau perpanjangan tanggan Kemenpera dalam menyampaikan 
hasil rembuk warga kepada seluruh warga RW 11. Adapun tugas TPM 
adalah sebagai berikut: 
1) Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi 
rangkaian kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman 
Kumuh 
2) Membantu mensosialisasikan kegiatan penataan lingkungan 
permukiman kumuh kepada masyarakat 
3) Melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) bersama-
sama dengan masyarakat 
4) Membantu masyarakat dalam penyusunan RTK/CAP; 
5) Mendukung dan mendampingi masyarakat dalam 
pelaksanaan penataan lingkungan permukiman mereka 
sesuai dengan arahan dan rekomendasi Rencana Penataan 
Lingkungan Permukiman Kumuh, RTK/CAP serta sesuai 
dengan kebutuhan lainnya di masing-masing lokasi. (dalam 
Buku Panduan Penataan Lingkungan Kumuh Tahun 2012 
hal 15). 
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Efek komunikasi yang terjadi pada diri komunikan salah 
satunya dipengaruhi oleh opinion leader (kepemimpinan pendapat), 
kepemimpinan pendapat menurut Schiffman dan Kanuk (2007:437) 
adalah “proses dimana seseorang (pemimpin pendapat) secara informal 
mempengaruhi tindakan atau sikap orang lain, yang orang lain tersebut 
mungkin merupakan para pencari pendapat atau semata-mata penerima 
pendapat”. TPM sebagai opinion leader dan perpanjangan tanggan 
Kemenpera bertugas untuk menggerakkan dan memberdayakan 
masyarakat agar dapat mendukung proses penanganan lingkungan 
permukiman kumuh di lokasi tempat tinggal mereka, baik pada tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan stimulan fisik, maupun 
tahap pengawasan dan pengendalian. 
opinion leader adalah seseorang yang memiliki pengetahuan 
lebih tentang suatu produk atau informasi, yang biasanya 
mempengaruhi tindakan dan sikap orang lain didalam komunitas atau 
lingkungannya. Adapun ciri atau profil pemimpin pendapat menurut 
Prasetijo dan Ihalauw (2005:206) adalah : 
a. Pengetahuan dan minat, seorang pemimpin pendapat 
adalah seseorang yang kompeten, sehingga dia sangat 
meyakinkan karena memiliki kekuatan keahlian (expert 
power) 
b. Mereka sudah memilih dan memilah, mengevaluasi dan 
memproses informasi tentang produk dengan objektif, 
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sehingga dia memiliki kekuatan pengetahuan (knowledge 
power) 
c. Biasanya mereka percaya diri, pandai bergaul dan aktif 
secara sosial sehingga mempunyai hubungan baik dengan 
banyak orang didalam komunitasnya. Karena status 
sosialnya, dia memiliki semacam kekuatan (legitimate 
power) 
d. Mereka cenderung mirip dengan orang-orang yang 
mengikut dia (konsumen) dalam hal nilai-nilai, keyakinan, 
status sosial dan pendidikannya sehingga mereka memiliki 
kekuatan pengaruh (referent power) 
e. Inovator, pemimpin pendapat biasanya mereka yang 
gandrung pada perubahan dengan berani melakukan uji 
coba yang penuh resiko (terbuka pada dunia luar, diterpa 
oleh media massa serta memiliki pengetahuan teknis pada 
bidang-bidang tertentu) 
f. Mereka biasa menggunakan media sebagai sumber 
informasi dan menyebarkan kepada orang lain yang mau 
menerimanya. 
Dalam buku Panduan Penataan Lingkungan Permukiman 
Kumuh Tahun 2012 telah di tentukan syarat-syarat seorang TPM yang 
terdiri dari : 
1. TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan 
dijadikan panutan oleh masyarakat, berdedikasi tinggi, 
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bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya kemauan serta 
pekerja keras, TPM dipilih oleh masyarakat. 
2.  TPM diharapkan memiliki latar belakang minimal Sarjana 
S1 (Strata Satu). 
3.  Setelah dilakukan pemilihan, pemerintah kabupaten/kota 
menetapkan 2 (dua) orang TPM pada setiap lokasi 
berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. 
(Buku Panduan Penataan Lingkungan Permukiman 
Kumuh Tahun 2012 hal 7) 
Jadi dalam penentuan opinion leader atau TPM Kemenpera 
telah menentukan standar sesuai dengan penentuan opinion leader 
menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005:206), dengan memperhatikan 
expert power (dipercaya dan dijadikan panutan oleh masyarakat), 
knowledge power (latar belakang minimal Sarjana S1), legitimate 
power (dipilih oleh masyarakat), referent power (berasal dari 
masyarakat), innovator (memiliki pengetahuan lebih terhadap PLP2K-
BK karena mengikuti rembuk warga). 
TPM atau opinion leader diperbantukan Kemenpera untuk 
menyampaikan informasi kepada keseluruhan warga RW 11 yang tidak 
mengikuti rembuk warga agar warga paham terhadap konsep program 
PLP2K-BK, pemberian informasi ini mengarah pada pengembangan 
model komunikasi dua tahap. Melalui model komunikasi ini, informasi 
diterima terlebih dahulu oleh opinion leader (pembentuk opini) dalam 
hal ini TPM yang mengikuti rembuk warga dengan Kemenpera 
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kemudian informasi tersebut disampaikan kepada khalayak. Untuk 
lebih jelasnya berikut adalah bentuk penyampaian informasi oleh TPM 
melalui model komunikasi dua tahap. Model komunikasi dua tahap ini 
sebenarnya lebih relevan jika digunakan dalam komunikasi massa 
namun disini penulis hanya ingin memberikan gambaran mengenai 
proses penyampaian pesan yang dilakukan Kemenpera. 
Gambar 4.4 Model Komunikasi Dua Tahap 
          Pembentuk Opini     Khalayak Massa 
Pengirim           Pesan         Pembentuk Opini     Khalayak Massa 
           Pembentuk Opini     Khalayak Massa 
Sumber : Gregory, 2004:72 
Namun dalam pelaksanaannya TPM tidak menjalankan 
tugasnya sebagai opinion leader atau sebagai perpanjangan tangan 
Kemenpera dalam menginformasikan konsep program PLP2K-BK 
kepada warga RW 11 yang tidak mengikuti rembuk warga, hal ini 
karena kurang diperdayakannya TPM oleh Kemenpera karna tidak 
adanya anggaran yang memadai untuk memberikan upah atau gaji 
kepada TPM, padahal dengan memperdayakan TPM sebagai 
perpanjangan tanggan Kemenpera dalam menginformasikan konsep 
program PLP2K-BK dirasa cukup efektif karna TPM mengerti kondisi 
nyata yang terjadi di lapangan sehingga mampu mengkomunikasikan 
konsep program PLP2K-BK secara lebih efektif dibandingkan 
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Kemenpera. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang 
Analisis dan Pelaporan Ir. Irma Yanti, MT, berikut adalah hasil 
wawancaranya: 
“Pemerdayaan TPM dalam mensosialisasikan konsep program 
PLP2K-BK itu efekktif namun Kemenpera tidak 
memperdayakannya karena tidak ada anggaran untuk 
membayarnya” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Analisis dan Pelaporan Kemenpera Ir. Irma Yanti, MT tanggal 
3 April 2012 di Serang Banten) 
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua RW 11 Sambas 
Sadikin, bahwa TPM tidak bertugas sebagaimana mestinya karena 
sampai saat ini TPM belum melakukan sosialisasi langsung kepada 
warga, berikut hasil wawancaranya: 
“Ada dua TPM, namun keduanya belum pernah mengadakan 
sosialisasi atau rapat dengan warga mengenai konsep program 
PLP2K-BK” (Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 Sambas 
Sadikin tanggal 13 April 2012 di kediaman Ketua RW 11). 
Pernyataan Kepala Bidang Analisis dan Pelaporan beserta 
Ketua RW 11 dibenarkan oleh salah satu TPM RW 11 Sahroni, ST, 
beliau menyatakan bahwa pihaknya belum mengadakan sosialisasi atau 
rembuk warga lanjutan kepada warga RW 11 secara keseluruhan 
namun telah memberitahukan informasi tersebut melalui komunikasi 
dari mulut ke mulut karena tidak adanya dana yang tersedia. Berikut 
adalah hasil wawancaranya: 
Tugas Akhir - 2012





“Kami belum mengadakan sosialisasi atau rembuk warga 
lanjutan kepada warga RW 11 secara keseluruhan tapi kalau 
ada warga yang bertanya ya saya jelaskan” (Hasil wawancara 
dengan TPM RW 11 Kelurahan Tamansari Sahroni, ST pada 
tanggal 26 Mei 2012 di Kediamannya) 
Jadi TPM atau opinion leader yang terbentuk di RW 11 
Kelurahan Tamansari belum menjalankan tugasnya secara maksimal 
karena kurangnya dana yang dimiliki untuk memfasilitasi kegiatan 
sosialisasi lanjutan bagi keseluruhan warga RW 11 dan tidak adanya 
dana dari Kemenpera untuk menggaji atau memberi upah TPM 
sehingga menyebabkan keberadaan TPM tergantikan oleh Ketua RW 
11, karena warga cenderung menanyakan semua informasi mengenai 
program PLP2K-BK kepada ketua RW 11. Hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan Koordinator PKK Heni, berikut hasil wawancaranya: 
“Kami mendapatkan informasi rusun dari pak RW yang 
langsung menanyakannya ke pak Lurah” (Hasil wawancara 
dengan Koordinator PKK RW 11 Heni pada tanggal 13 April 
2012 di Kediaman Ketua RW 11). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua RW 11 Sambas 
Sadikin,  mengungkapkan untuk informasi mengenai program PLP2K-
BK warga cenderung mendapatkan dari Ketua RW. Berikut adalah 
hasil wawancaranya: 
“Warga biasanya menanyakan langsung ke saya dan mendesak 
saya untuk mengadakan rapat membahas program tersebut” 
(Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 Sambas Sadikin pada 
tanggal 13 April 2012 di Kediaman Ketua RW 11) 
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AA. Rohman dan Maryati warga RW 11 mengungkapkan 
bahwa untuk informasi mengenai rusun mereka lebih menanyakan 
langsung kepada kepala RW 11, berikut hasil wawancaranya: 
“Soal rusun mah biasanya saya nanya ke pak RW saja” (Hasil 
wawancara dengan warga RW 11 Kelurahan Tamansari AA. 
Rohman pada tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman Warga). 
Hal yang sama juga diungkapkan Maryati warga RW 11, 
berikut hasil wawancaranya: 
“Kalau ibu mending nanya langsung ke pak RW lebih jelas” 
(Hasil wawancara dengan warga RW 11 Kelurahan Tamansari 
Maryati pada tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman Warga) 
 
TPM yang baik seharusnya dipilih berdasarkan Kumpulan 
Modul Dasar Pelatihan Pra Tugas Fasilitator PNPM-P2KP Edisi 
Januari 2007, berikut adalah ciri fasilitator atau TPM yang baik: 
 
 Ciri utama relawan-relawan masyarakat (fasilitator) adalah 
sama, yakni: orang-orang atau warga masyarakat setempat 
yang bersedia mengabdi secara ikhlas dan tanpa pamrih, tidak 
digaji/imbalan secara rutin, rendah hati, berkorban, diterima 
masyarakat berdasarkan kualitas kemanusiaan yang luhur atau 
moralitasnya dan memiliki kepedulian serta komitmen yang 
sangat kuat bagi upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat 
miskin yang ada disekitarnya maupun bagi upaya kemajuan 
masyarakat umumnya dan kondisi lingkungan wilayahnya. 
(dalam Kumpulan Modul Dasar Pelatihan Pra Tugas Fasilitator 
PNPM – P2KP Edisi Januari 2007 Tema 4 hal 7) 
 
Lebih lanjut Anggota Badan Perhumas Daerah Syailendra 
Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos, M.Si menyatakan untuk menjadikan 
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seseorang menjadi fasilitator (TPM) ada syaratnya yang pasti mereka 
harus mengerti komunikannya, berikut Hasil wawancaranya: 
“Komunikator (TPM) harus mengetahui siapa komunikannya, 
harus mengetahui psikologi komunikasi masyarakat sekitar 
jadi jangan sebatas pendidikan agar tujuannya jelas jadi 
komunikator itu harus mengerti apa yang akan dibicarakan, 
bisa berkomunikasi dengan baik dan siapa komunikannya” 
(Hasil wawancara dengan Anggota Badan Perhumas Daerah 
Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos, M.Si pada tanggal 
21 Juni 2012). 
 
Jadi dalam hal ini Kemenpera tidak sejalan dengan Kumpulan 
Modul Dasar Pelatihan Pra Tugas Fasilitator PNPM-P2KP Edisi 
Januari 2007 dan pendapat Daerah Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, 
S.Sos, M.Si, Kemenpera memiliki karakteristik tersendiri dalam 
penentuan  TPM di setiap daerah yang terkena program PLP2K-BK. 
Setelah diadakannya rembuk warga dengan Kemenpera dan 
penyampaian informasi lanjutan oleh opinion leader yang diambil alih 
oleh Ketua RW 11 maka didapatkan efek komunikasi berupa: 
a. Efek kognitif, berupa pengetahuan warga mengenai 
konsep program PLP2K-BK, namun hanya sebatas 
pembagian rusun yang akan didapatkan warga dan sistem 
yang akan digunakan pemerintah untuk merelokasi warga. 
Berikut adalah hasil wawancara yang menunjukan efek 
kognitif warga: 
1. Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 Sambas 
Sadikin: 
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“Nantinya warga akan mendapatkan 3 rusun, sistem 
yang akan dilakukan pemerintah adalah evakuasi jadi 
nanti warga akan dipindahkan terlebih dahulu baru 
setelah rusun terbangun warga akan mendapatkan 3 
rusun” (Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 
Sambas Sadikin pada tanggal 13 April 2012 di 
Kediaman Ketua RW 11). 
 
2. Hasil wawancara dengan Koordinator PKK, Heni: 
“Informasi yang didapatkan sekitar konsep kawasan 
Tamansari tahun 2015 serta konsep tentang rusun itu 
sendiri dan pembangian ke warga setiap warga akan 
mendapatkan 1 rusun untuk dihuni dan 2 rusun untuk 
disewakan” (Hasil wawancara dengan Koordinator 
PKK Heni pada tanggal 13 April 2012 di Kediaman 
Ketua RW 11) 
3. Hasil wawancara dengan Warga RW 11 AA. Rohman: 
“Kalau warga tidak meminta ganti untung nantinya 
warga akan mendapatkan 3 rusun” (Hasil wawancara 
dengan warga RW 11 AA. Rohman pada tanggal 5 
Juni 2012 di Kediaman warga) 
4. Hasil wawancara dengan Warga RW 11 Maryati: 
“setau ibu mah nantinya bakalan dibangun rusun dan 
warga yang punya kostan akan diganti 3 rusun” (Hasil 
wawancara dengan warga RW 11 Maryati pada 
tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman warga) 
 
b. Efek afektif, berupa persetujuan warga terhadap konsep 
program PLP2K-BK yang akan dicanangkan di 
lingkungannya dengan syarat warga mendapatkan ganti 
untung kemudian warga bersedia pindah dari lokasi 
tersebut asalkan ganti untung yang diberikan sesuai 
dengan ganti untung Balubur Town Square. Berikut adalah 
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hasil wawancara dengan warga yang menunjukan efek 
afektif dari komunikasi yang dilakukan Kemenpera 
melalui rembuk warga. 
1. Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 Sambas 
Sadikin, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai 
berikut : 
“Secara garis besar warga setuju dengan program ini, 
namun warga sepakat untuk memilih mendapat uang 
ganti untung yang sesuai dan kalau bisa sama dengan 
pengantian lahan yang dibangun Baltos, dan kami 
akan pergi dari kawasan ini” (Hasil wawancara dengan 
Ketua RW 11 Sambas Sadikin pada tanggal 13 April 
2012 di Kediaman Ketua RW 11). 
 
2. Hasil wawancara dengan Koordinator PKK RW 11 
Heni: 
“Warga setuju dengan adanya rusun namun warga 
telah sepakat untuk meminta ganti untung berupa 
uang, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan subsidi 
yang diberikan ketika membangun Baltos” (Hasil 
wawancara dengan Koordinator PKK RW 11 Heni 
pada tanggal 13 April 2012 di Kediaman Ketua RW 
11). 
 
3. Hasil wawancara dengan warga RW 11 AA. Rohman: 
“Saya pribadi mah setuju kalau mau dibangun rusun, 
asalkan rumah saya diganti dulu sama uang” (Hasil 
wawancara dengan warga RW 11 AA. Rohman pada 
tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman warga) 
 
4. Hasil wawancara dengan warga RW 11 Maryati: 
“Ibu mah ikut aturan sajalah kalau mah mau dibangun 
rusun ya silahkan asalkan diganti untung saja” (Hasil 
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wawancara dengan warga RW 11 Maryati pada 
tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman warga) 
 Berdasarkan informasi yang didapat dari Koordinator PKK, 
Heni mengatakan bahwa warganya telah membuat suatu kesepakatan 
(opini publik) mengenai program PLP2K-BK tersebut. Seluruh warga 
RW 11 telah sepakat untuk meninggalkan lokasi, dengan syarat 
mendapatkan ganti untung sesuai ganti untung lahan yang dibangun 
Balubur Town Square, karena warga sudah sadar warga menempati 
lahan Pemda. Kesepakatan tersebut terbentuk saat diadakannya rapat 
warga RW 11 yang diketuai oleh Ketua RW sekaligus sebagai 
penyampai informasi (opinion leader) tentang program PLP2K-BK 
yang didapat dari rembuk warga dengan Kemenpera maupun dari 
Lurah Tamansari. Jadi dalam hal ini dapat terlihat bahwa opinion 
leader berpengaruh dalam pembentukan opini publik, karena melalui 
opinion leader pesan komunikasi dapat disampaikan kepada khalayak 
luas (publik).  
 Hal serupa juga diungkapkan oleh Anggota Badan Perhumas 
Daerah Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos, M.Si yang 
menyatakan bahwa masyarakat dengan status pendidikan kurang tinggi 
memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap opinion leader, berikut 
hasil wawancaranya: 
“Opinion leader dalam masyarakat yang tingkat 
pendidikannya kurang tinggi sangat berpengaruh, hal tersebut 
dikarnakan kepercayaan masyarakat terhadap opinion leader” 
(Hasil wawancara dengan Anggota Badan Perhumas Daerah 
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Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, S.Sos, M.Si pada tanggal 
21 Juni 2012) 
 Selain itu pembentukan opini publik di RW 11 sejalan dengan 
pernyataan Dewey (dalam Antoni, 2004:64) yang menjelaskan “opini 
publik dibentuk ketika individu terlibat dalam proses diskusi. Opini 
publik terbentuk sebagai kegiatan aktif didalam komunitas”. Opini 
publik yang terbangun di warga RW 11 terbentuk saat rapat warga 
berlangsung, yang menghasilkan opini publik berupa kesepakatan 
warga terhadap keinginannya mendapatkan ganti untung dan pergi 
meninggalkan tempat tinggalnya. 
Komunikasi yang terbangun antara Kemenpera dan warga RW 
11 bisa dikatakan efektif walaupun belum seutuhnya, karena efek 
komunikasi yang diinginkan Kemenpera sama dengan efek komunikasi 
yang ditunjukan warga. Melalui rembuk warga Kemenpera 
menginginkan penambahan pengetahuan warga tentang konsep 
program PLP2K-BK, dan sedikit banyak pengetahuan warga tentang 
program PLP2K-BK sudah bertambah dengan diadakannya rembuk 
warga dan pemanfaatan opinion leader/Ketua RW untuk 
menyampaikan pesan/informasi konsep program PLP2K-BK kepada 
warga secara keseluruhan (efek kognitif telah tercapai), sedangkan 
efek komunikasi yang kedua (efek afektif) juga telah terpenuhi dengan 
persetujuan warga terhadap program PLP2K-BK di lingkungannya dan 
penyampaian aspirasi warga saat rembuk warga berlangsung yang 
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kemudian dijadikan landasan oleh Kemenpera dalam membuat 
RTK/CAP. 
 Berdasarkan efek komunikasi yang ditunjukan oleh warga RW 
11, maka menurut Vogel (1994 dalam Severin dan Tankard, 2009:233) 
warga RW 11 dapat dikelompokkan menjadi pendukung aktif namun 
lawan yang tidak terpengaruh. “Pendukung aktif  adalah mereka yang 
setuju dengan anda, sedangkan lawan yang tidak terpengaruh – mereka 
yang mempunyai sedikit minat dengan topik dan tidak setuju dengan 
pendapat anda” (dalam Vogel, 1994 dikutip dari Severin dan Tankard, 
2009:233). Maksudnya disatu sisi warga RW 11 setuju dengan 
program PLP2K-BK yang akan dilaksanakan di lingkungannya namun 
warga RW 11 tidak berminat untuk menempati rusun yang akan 
dibangun dilingkungan tersebut warga cenderung menginginkan ganti 
untung berupa uang yang besarannya sama dengan pengantian Balubur 
Town Square dan pergi mencari tempat tinggal baru sehingga membuat 
mereka masuk kedalam lawan yang tidak terpengaruh. 
4.2.4.2 Feedback Masyarakat Dalam Komunikasi Massa 
 Komunikasi massa atau komunikasi yang dilakukan dengan 
menggunakan media massa tidak memungkinkan komunikator 
(pengirim pesan) melakukan komunikasi langsung/tatap muka dengan 
komunikannya (penerima pesan), oleh karenanya umpan balik atau 
feedback dalam komunikasi massa bersifat tidak segera. Dalam 
komunikasi massa umpan balik bersifat “delayed” dan langka, oleh 
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karenanya komunikator dituntut untuk merancang pesan semenarik 
mungkin untuk membentuk sebuah komunikasi efektif di media massa. 
Wiryanto (2006:40) menjelaskan “untuk mendapatkan efek yang 
dikehendaki mass communicator biasanya ditempuh cara menciptakan 
kondisi bagi suksesnya komunikasi”. 
 Komunikator berusaha membuat pesan-pesan menarik atau 
merangsang perhatian, menggunakan lambang-lambang 
komunikasi yang dituju kepada pengalaman yang sama dengan 
komunikannya, membangkitkan kebutuhan komunikan disertai 
cara-cara memperoleh kebutuhan tersebut. Kalau pesannya 
menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh 
komunikan, dapat dirasakan perlunya pesan itu bagi 
komunikan, maka komunikator percaya dapat meramalkan, 
efek yang diharapkan atas diri komunikan dapat dicapai 
(Wiryanto, 2006:40) 
 Dalam mensosialisasikan konsep program PLP2K-BK 
Kemenpera menggunakan penggabungan dari berbagai media massa 
yang ada, adapun media yang digunakan Kemenpera dalam 
mensosialisasikan program tersebut adalah, koran (surat kabar), radio 
dan web (online media). Pesan yang dimuat dalam ketiga media 
tersebut berbeda, namun memiliki satu tujuan yaitu untuk 
menimbulkan efek kognitif atau penambahan pengetahuan kepada 
komunikan media massa, dalam hal ini warga RW 11. 
 Kemenpera menggunakan surat kabar dan radio dalam 
menginformasikan konsep program PLP2K-BK secara umum 
bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat 
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dan stakeholder tentang program PLP2K-BK karena didalam pesan 
komunikasi massa di media cetak dan eloktronik perwakilan dari 
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menjelaskan tentang konsep 
program PLP2K-BK yang merupakan program perbaikan kawasan 
untuk menangulangi perluasan kawasan kumuh di kota besar, selain itu 
dalam komunikasi massa tersebut pesan yang disampaikan lebih pada 
tahapan pelaksanaan program PLP2K-BK, hasil pelaksanaan program 
PLP2K-BK di beberapa kota pada tahun 2010 dan rencana pelaksanaan 
PLP2K-BK di kota besar lainnya pada tahun 2011 serta ajakan 
Kemenpera agar masyarakat turut serta dalam pelaksanaan program 
PLP2K-BK di lingkungannya. Hal tersebut berdasarkan isi pesan 
komunikasi  di media cetak yang dipublikasikan melalui surat kabar 
harian umum Media Indonesia  dengan judul “Basis Komunitas Cara 
Tepat Tangani Kawasan Kumuh” serta talk show di Radio Elshinta 
Jakarta dengan tema “Program PLP2K-BK”. Hal yang sama juga 
dikemukakan Kepala Bagian Humas dan Protokol Andri Yusandra, 
ST, MUM, berikut hasil wawancaranya: 
“Adventorial dan talk show tersebut bertujuan untuk 
menambah pengetahuan warga tentang konsep program 
PLP2K-BK, pelaksanaan program PLP2K-BK dan peran serta 
masyarakat  dimasa datang dalam pelaksanaan program 
PLP2K-BK” (Hasil wawancara dengan Kepala Humas dan 
Protokol Andri Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 di 
Kantor Kemenpera). 
Sedangkan pesan komunikasi yang disampaikan melalui media 
massa online/situs web resmi Kemenpera (www.kemenpera.go.id) 
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lebih kepada konsep program PLP2K-BK di Tamansari melalui 
tinjauan lapangan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa di 
Tamansari Kota Bandung dan pernyataan Menteri Perumahan Rakyat 
yang baru Djan Faridz tentang kelanjutan pelaksanaan program 
PLP2K-BK di Tamansari Kota Bandung. Tujuan dari komunikasi 
massa melalui media online meningkatkan efek kognitif atau 
penambahan pengetahuan masyarakat dan media (wartawan) mengenai 
kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpera. Hal ini sejalan dengan 
penjelasan Kepala Bagian Humas dan Protokol Andri Yusandra, ST, 
MUM, berikut hasil wawancaranya: 
“Humas memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyebarkan 
informasi melalui media, salah satunya web Kemenpera yang 
bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan 
media (wartawan)” (Hasil wawancara dengan Kepala Humas 
dan Protokol Andri Yusandra, ST, MUM tanggal 2 April 2012 
di Kantor Kemenpera) 
Media massa (media cetak dan elektronik) yang digunakan 
Kemenpera dalam menyampaikan pesan komunikasi massa dirasa 
kurang tepat bila ditujukan untuk warga tamansari RW 11 karena 
media massa cetak dan elektronik yang digunakan Kemenpera adalah 
media massa yang diterbitkan di Kota Jakarta baik surat kabar “Media 
Indonesia Jakarta” dan Radio Elshinta Jakarta, sedangkan warga 
Tamansari RW 11 berada didaerah regional Jawa Barat  sehingga tidak 
terjangkau oleh media tersebut, walaupun masing-masing dari media 
tersebut memiliki jaringan di regional Bandung namun konten atau 
informasi yang diterbitkan dan disiarkan berbeda, disisi lain kedua 
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media tersebut memiliki target pasar kelas sosial A dan B atau kelas 
sosial menengah ke atas sedangkan warga RW 11 termasuk warga 
dengan kelas sosial menengah ke bawah, seandainya konten berita 
yang ditampilkan di pusat dan dijaringan sama dalam arti lain 
advertorial dan talk show bisa didapatkan di daerah regional Bandung 
namun tetap saja media tersebut tidak efektif untuk warga RW 11 dan 
kemungkinan besar hanya stakeholder dan masyarakat dengan kelas 
sosial A dan B yang bisa mendapatkan informasi tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan stakeholder 
(Bappeda Kota Bandung) ternyata pihaknya juga tidak terterpa pesan 
komunikasi massa Kemenpera melalui media massa hal ini 
disampaikan langsung oleh Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana 
dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kota Bandung Dodit Ardian P., ST, M.Sc, berikut hasil 
wawancaranya: 
“Sosialisasi dari Kemenpera untuk Pemerintah Daerah 
biasanya dilakukan melalui seminar, pihak kami tidak pernah 
mendapat informasi melalui media massa” (Hasil wawancara 
dengan Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota 
Bandung Dodit Ardian P., ST, M.Sc pada tanggal 5 Juni 2012 
di Kantor Bappeda Kota Bandung) 
Ketidak efektifan komunikasi massa anatara Kemenpera dan 
warga diakibatkan karena kesalahan penggunaan media, pemerhati 
Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar Badan pengurus Pusat 
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Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si, menjelaskan untuk 
menjangkau masyarakat kelas sosial menengah bawah sebaiknya 
mengunakan media massa menengah ke bawah, berikut hasil 
wawancaranya: 
 “Sosialisasi untuk masyarakat menengah ke bawah sebaiknya 
menggunakan media massa yang segmentasinya menengah 
bawah, seperti surat kabar pos kota, galamedia, tribun jabar, 
bukan Harian Kompas, Republika untuk kalangan menengah 
ke atas” (Hasil wawancara dengan Ilmu Komunikasi sekaligus 
Tim Pakar Badan pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro 
Ardianto, M.Si pada tanggal 13 Juni 2012) 
Lebih dalam Anggota Perhumas Daerah Syailendra Reza 
Irwansyah Rezeki, S.Sos, M.Si menjelaskan untuk sosialisasi program 
PLP2K-BK dengan target masyarakat Bandung lebih efektif 
menggunakan media lokal, berikut hasil wawancaranya: 
“Lebih baik menggunakan media lokal seperti Pikiran Rakyat, 
Tribun Jabar” (Hasil wawancara dengan Anggota Badan 
Perhumas Daerah Syailendra Reza Rezeki, S.Sos, MSi pada 
tanggal 21 juni 2012) 
Dari hasil wawancara tersebut didapat kesimpulan bahwa 
untuk meningkatkan efektifitas komunikasi melalui media massa 
antara Kemenpera dengan warga RW 11 Kelurahan Tamansari 
seharusnya menggunakan media massa lokal yang segmentasinya 
menengah ke bawah, dan dalam hal ini kemenpera tidak sejalan karena 
Kemenpera menggunakan media massa regional Jakarta bukan 
Bandung. 
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Disisi lain warga RW 11 juga tidak pernah menggunakan 
media massa cetak dan web untuk mendapatkan informasi mengenai 
program PLP2K-BK, hal ini diungkapkan oleh Koordinator PKK Heni, 
berikut hasil wawancaranya: 
“Kalau koran mah tidak pernah apa lagi internet paling kami 
mendapatkan informasi tersebut dari pak RW yang langsung 
menanyakannya ke pak Lurah” (Hasil wawancara dengan 
Koordinator PKK RW 11 Heni pada tanggal 13 April 2012 di 
Kediaman Ketua RW) 
Lebih lanjut AA. Rohman dan Maryati warga RW 11 
mengungkapkan bahwa untuk informasi mengenai rusun mereka lebih 
menanyakan langsung kepada kepala RW 11, berikut hasil 
wawancaranya: 
“Soal rusun mah biasanya saya nanya ke pak RW saja, kalau 
koran jarang baca apalagi internet” (Hasil wawancara dengan 
warga RW 11 Kelurahan Tamansari AA. Rohman pada 
tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman Warga) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan Maryati warga RW 11, 
berikut hasil wawancaranya: 
“Kalau ibu mending nanya langsung ke pak RW lebih jelas 
dibanding baca koran belum tentu ada juga beritanya” (Hasil 
wawancara dengan warga RW 11 Kelurahan Tamansari 
Maryati pada tanggal 5 Juni 2012 di Kediaman Warga) 
Wiryanto (2006:41) menambahkan untuk mensukseskan 
komunikasi maka “,………………. Pesan harus dibuat semenarik 
mungkin dan mudah dimengerti, disalurkan lewat saluran-saluran yang 
terjangkau oleh calon penerima”. Kemenpera dalam menyalurkan 
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pesan komunikasi massa baik melalui surat kabar, radio maupun web 
tidak menggunakan media atau saluran yang terjangkau oleh warga, 
surat kabar yang digunakan Kemenpera dalam menayangkan 
adventorial adalah surat kabar harian umum Kota Jakarta dengan target 
market kelas sosial menengah ke atas, sedangkan warga RW 11 
Kelurahan Tamansari berada di daerah Regional Jawa Barat dengan 
kelas sosial menengah ke bawah sehingga warga tidak terpapar oleh 
media tersebut yang menyebabkan warga tidak mengetahui isi pesan 
komunikasi yang disampaikan dan tujuan dari komunikasi yaitu efek 
kognitif tidak dirasakan oleh warga RW 11. 
Begitu juga dengan pesan melalui radio yang disiarkan di 
Radio Elshinta Jakarta, warga RW 11 juga tidak dapat mendengarkan 
pesan komunikasi yang disampaikan karena pesan komunikasi tersebut 
disiarkan melalui media atau saluran yang tidak menjangkau warga 
RW 11, walaupun Radio Elshinta memiliki jaringan di Bandung dan 
kemungkinan pesan yang disalurkan dapat didengar warga  yang 
berdomisili di Kota Bandung, namun target market dari media tersebut 
adalah masyarakat menengah ke atas, sehingga efek yang diharapkan 
oleh Kemenpera tidak dapat terjadi pada warga RW 11. 
Sedangkan untuk informasi mengenai konsep program 
PLP2K-BK di media web, warga juga tidak tersentuh oleh media 
tersebut karena warga tidak pernah menggunakan media tersebut dan 
warga tidak mengetahui informasi mengenai portal web resmi 
Kemenpera (www.kemenpera.go.id) sehingga warga tidak terpapar 
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dengan informasi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan penjelasan 
Koordinator PKK Heni, berikut hasil wawancaranya : 
“Saya tidak pernah membaca berita di web Kemenpera, karena 
terus terang saya tidak bisa memakai internet dan tidak tahu 
harus mencari dimana” (Hasil wawancara dengan Koordinator 
PKK RW 11 Heni pada tanggal 30 Mei 2012) 
Jadi pesan komunikasi melalui media massa yang disampaikan 
oleh Kemenpera baik media massa cetak (adventorial di Media 
Indonesia), media massa radio (talk show di Radio Elsinta Jakarta) dan 
media massa online (web resmi Kemenpera) tidak menimbulkan efek 
komunikasi sama sekali bagi warga RW 11 dan stakeholder 
(Pemerintah Daerah) karena warga dan stakeholder tidak terterpa 
komunikasi massa tersebut yang disebabkan pemilihan saluran yang 
tidak terjangkau oleh warga dan ketidaktahuan stakeholder terhadap 
berita yang dimuat di media, sehingga pesan semenarik mungkinpun 
tidak akan menimbulkan komunikasi yang efektif antara Kemenpera 
dan warga RW 11 serta stakeholder. 
Sehingga untuk komunikasi menggunkan media massa warga 
RW 11 dan stakeholder termasuk kedalam kelompok tidak terlibat, 
Vogel (1994 dalam Severin dan Tankard, 2009:233) menjelaskan 
“tidak terlibat adalah mereka yang tidak mempunyai pendapat yang 
mantap dan sedikit minat”. Warga RW 11 Kelurahan Tamansari 
termasuk kedalam kelompok tidak terlibat karena mereka tidak 
tersentuh pesan komunikasi massa Kemenpera. 
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Lebih lanjut pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim Pakar 
Badan pengurus Pusat Perhumas Dr. Elvinaro Ardianto, M.Si 
mengungkapkan untuk menjangkau warga RW 11 sebaiknya 
menggunakan media massa yang jaringannya sangat luas, berikut hasil 
wawancaranya: 
“Untuk menjangkau warga RW 11 sangat baik menggunakan 
media yang jaringannya sangat luas, dan media massa yang 
segmentasinya menengah ke bawah seperti surat kabar pos 
kota, galamedia, tribun jabar bukan harian kompas, MI, 
republika untuk kalangan menengah ke atas” (Hasil 
wawancara dengan pemerhati Ilmu Komunikasi sekaligus Tim 
Pakar Badan pengurus Pusat Perhumas pada tanggal 13 Juni 
2012) 
Jadi dibutuhkan ketepatan pemilihan media sehingga pesan 
yang ingin disampaikan kepada target sasaran bisa diakses dengan 
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